GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR & TAHUN 2020
TENTANG

SUSUNAN QORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT
DAERAH PROVINS]I SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan,
dan Peraturan Gubemur Nomor 355 Tahun 2016
sebagaimana telah diubah dengsn Peraturan Gubernur
Nomor 1 Tahun 2019 tentane Perubahan ataz Peraturan
Gubermur Nomor 55 Tahun 2016, telah di
bentuk Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Selmwretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan
Mentenn Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang
Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka guna keseragaman
dan memudahkan koordinasi antar sesama pemeérintah
daerah dan pemerintah pusat perlu dilakokan
penyesuaian terhadap nomenklatur susunan organisasi,
uraian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;

c. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tenwng

Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1814j);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daersh [Lembaran MNepara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2015 Noemor 58, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Momor 5679),

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah
dinbah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Momor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 64032);

Peraturan Menteri Dalam Negenn Nomor 134 Tashun 2018
tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar
Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019
tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat
Daerah Provinsli dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Permnbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Daecrah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Seclatan (Lembaran Daecrah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
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3.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN.,

BAER I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi SBumatera Selatan.

2. Gubermur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

3. Seckretaris Daerah adalah Seckretaris Daerah Provinsi
Sumatera Selatan.

4. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi
Sumatera Selatan-.

5. 8Btaf Ahli Gubemur adalah unsur pembantu Gubernur
yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi
terhadap isnisy strategis kepada Gubernur sesia dengen
keahliannya.

6. Kepala Biro adalah Kepala Biro pada Sckretariat Daerah
Provinsi Sumatera Selatan.

7. Bekretaniat Daerah Provinsl adalah Selretatiat Daerah
Provinsi Sumatera Selatan.

8. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu
Gubernur dan Dewan Perwalkdilan Rakyat Daerah {DPRD)
Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Provinsi, yang terdinl dari
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah dan Badan
Daerah.

9, Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.
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BAEB I
KEDUDUKAM
Pazal 2

{1} Sekretariat Daerah Provinsi merupakan unsur staf
Pemerintah Provins:,

{2] Sekretariat Daerah Provinsi dipimpin oleh Sekretaris
Daerah, yang berada di bawsh dan bertanggung jawab
kepada Gubernur

BAB III

SUSUNAN ORGANISAS]
Pazal 3

(1] Sekretariat Daerah Provinsi, terdiri dari ;
a. Sekretaris Daerah.
b. Asisten ;
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
3. Asisten Administrasi Umum.
c. Biro:
1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
Biro Hukum;
Biro Kesejahteraan Rakyat;

Biro Perekonomian;

hokow W

Biro Administrasi Pembangunan;
Biro Pengadaan Barang dan Jasa;

Biro Organisasi,

il B

Biro Umum; dan
9. Biro Administrasi Pimpinan.
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2] Bapan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi
adalah scbagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian wsidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.
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BAB IV
SEERETARIS DAERAH
Fasal 4

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur
dalam  penyusunan  kebijakan dan pengoordinasian
administratif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi

perangkat daerah provinsi serta pelayanan admimistratif dan
pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pa=al 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4, Selaetans Daesrah mempunyai fungsi ¢

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Pemerintah
Provinsi;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat
daerah provinsi;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Pemerintah Provinsi;

d. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada
perangkat daerah provinsi;

e. penyelenggaraan pembinaan administrasi, organisasi dan
tatalaksana;

. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana
dan sarana Pemerintah Provinsi; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur
yang berkaiven dengan tugasnya.

BABV
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Pasal &

Asisten Pemerintahan dan Kesgjahteraan Rakyat mempunyai
tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan
kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah
dan hukum, pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah
di bidang kesejahteraan rakyat, pengoordinasian pelaksanaan
tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan, otonomi
daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum, pemantavan dan
evaluasi pelaksanaan  kebijakan daerah di bidang
pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan
hukum.
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Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas scbapaimana dimaksud pada
Pasal 6, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan,
otonomi daerah dan hukum;

b. penpoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang
kesejahteraan rakyat,

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di
bidang pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan
rakyat dan hukum;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan hukum;,

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
terkait pencapaian tujuan kebijalkan, dampal yang tidak
diinginkan, dan falktor yang mempengaruhi pencapaian
tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rekyat; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah,
kesejahterasn rekyat dan hukum yang berkaitan dengan
tugasnya.

Pasal 8

Asisten Pemenntahan dan Kesejahteraan HRakyat,
membawahi :

a. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;

b. Biro Hukum; dan

c. Biro Kesejahterasn Rakyat

Bagan Kesatu
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Pasal 9

Biro Pemerintahan dan Otonomi Deerah mempunyai tugas
membantu Asistenn Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian  pelaksanaan tugas perangkat daerah,
pemantauan dan cvaluasi peclaksanaan kebijakan di bidang

pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama.
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Pasal 10

Untuk melaksanakan fugas sebagaimana dimalksud dalam
Pasal 9, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai
fungsi :

a. penyviapan perumusan kebijakan daerah di bidang
pemerintahan, otonomi dacrah dan ketja sama;

b. penyiapan pengoordinasian pelaksansan tugas peranghkat
daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja
sama;

c. penyiapan pemantauan dan evaluasi  pelaksanaan
ketjakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan
kerja sama; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Pemenntahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pazal 11

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, terdiri dari :
a Began Pomermiekan, weombawabi 1 Qgey Swkhagiar.
yaitu -
1. Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasj
Penataan Wilayah;
2. Subbagian Pemerintahan Umum; dan
3. Subbagian Tata Usaha.
b. Bagian Otonomi Daerah, membawahi 3 (dma) Subbagian
yaitu :
1. Subbagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD;
2. Bubbagian Pengembangan Otonomi Daerah  dan
Penataan Urusan; dan
3. Subbagan Evaluasi dan Penyelenggaraan
Pemerintahan.
c. Bagian Kerjasama, membawahi 3 [tiga] Subbagian yaitu :
1. Subbagian Kerja Sama Antar Pemerintah;
2. Subbagian Kerja Sama Badan Usaha/Swasta; dan
3. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.
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Paragrafl 1
Bagian Pemerintahan
Pasal 12

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
penpoordinasian pelaksanaan  tupas  perangkat dacrah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijjaksn daerah di
bidang administrasi pemerintahan dan f(asilitasi penataan

wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugss scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 12, Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. penylapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan
wilayah, pemerintehan umum dan tata usaha;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijaksn
dacrah di bidang adminiswasi pemerintahan dan fasilitasi
pcnataan wilayah, pemernntahan umum dan tata usaha;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
perangkat daersh di bidang administrasi pemernintzhan
dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan
tata usaha;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan
dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan
tata usaha; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan denpan tugasnya.

Pasal 14

(1} Subbapian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi
Penataan Wilayah, mempunyai tupas :

a. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan

menpenal  kode dan data wilayah adminiswasi

pemerintah;
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b. menyiapkan bahan pemberian bimbingan, penuznusan
kebijakan dan koordinasi penyelengearaan
administrasi wilayah pcmerintahan, SUpCrvisi,
pembinaan dan sosialisasi pemberian namanama
geografis, toponimifiupa bumi;

c. menyiapkan bahan fasilitasi penataan batas wilayah
administrasi  pemerintah  antar  provinsi  dan
kabupaten/kota;

d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam forum
pelaksanaan penyusunan dan penyiapan bahan
rumusan kebijjakan telnis administrasi pertanahan;

c. melaksanakan pengembangan dan mengkaji rumusan
kebijakan teknis administrasi pertanahan;

f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi bidang
administrasi pertanahan;

g. melaksanakan perencanaan penetapan dan penentuan
perumusan kebijakan teknis administrasi pertanahan;

h. melaksanakan pembinaan, pemantauan, monitoring
dan evaluasi pelaksanaan penyaluran dana kelurahan;
dan

1. melaksanakan tupas kedinasan lain yang diberikan
oleh pimpinan.

(2) Subbagian Pemerintahan Umum, mempunyail tugas :

a. menyiapkan  bshan  rapat  koordinasi Forum
Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Provinsi;

b. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan
pencrapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi
dan Kabupaten/Kota;

¢ menyiapkan bahan fasilitasi pembentukan kawasan
khusus bencana, kebakaran serta gangguan
ketentraman dan ketertiban;

d. menyiapkan bahan analisis data pelaksanaan tugas
dekonsentrasi dan tugas pembantuan,

e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan
mengenai tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

f. menyiapkan bshan tindak lanjut hasil evaloasi
kecamatan yang dilaksanakan kabupaten fkota;

g. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi
Pelaksanaan  Administrasi Terpadu  Kecamatan
(PATEN); dan

h. melaksanakan tugas kedinaszen lain yanpg diberikan
oleh pimpinan.
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{3) Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

a. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian,

b. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan
meliputi penganggaran, penatausahaan, serta
pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;

c. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi
ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan
barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan
sistemn informasi, serta pengelolaan kearsipan;

d. melaksanakan pengkajian bahan penataan
kelembagaan dan ketatalaksanaan lingkup biro;

e. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan
pendokumentasian peraturan  perundangundangan
lingkup biro,

f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan
RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN,
LkjIP, LKP.J, dan LPPD lingkup biro;

g. melaksanakan pengolahan bahan sindak lanjut laporan
hasill pemeriksaan lingkup biro;

h. melaksanakan perencanaan pemeliharaan
perlengkapan biro;

i. melaksanakan percncanaan, pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan;

J. melaksanakan pembinaan pegawai ASN; dan

k. melaksanskan tupas kedinasan lain yang diberikan

oleh pimpinan
Paragraf 2
Bagian Otonomi Daerah
Pasal 15

Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas melaksanakan
bahan peraomusan kebijakan daerah, pengoordinasian
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan
tugas perangkat daersh, pemantavan dan  evaluasi
pelaksapaan kebijakan daerah di bidang administrasi kepala
daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),
pengembangan otonomi daerah dan  penataan urusan,
evaluasi dan penyelengearaan pemerintahan.
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Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15, Bagian Otonomi Daerah mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
administrasi kepala daerah dan DPRD, pengembangan
otonomi daersh dan penatasn urusan, evaluasi dan
penyelenggaraan pemerintahan;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang administrasi kepala daerah dan DPRD,
penpembangan ofonomi daerah dan penataan urusan,
evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
perangkat daerah di bidang administrasi kepala daerah
dan DPRD, pengembangan otonomi daerah dan penataan
urusan, cvaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang administrasi kepala daerah
dan DPRD, pengembangan otonomi daerah dan penataan
urusan, cvaluasi dan penyelengegaraan pemerintahan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 17

(1) Subbagian Adminiswasi Kepala Daersh dan DPRD,

mempunyai tugas :
a. menylapkan bahan perumusan kebijakan terkait
administrasi, pencalonan, pengangkatan dan

pemberhentian Kepala Daerah/Walsl Kepala Daerah;

b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan
terkait administrasi, pencalonan, pengangkatan dan
pemberhentian Kepala DaerahfWakil Kepala Daerah;

c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan mengenai
administrasi, pencalonan, pengangkatan dan
pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

d. menyiapkan bahan analisis data administrasi,
pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala
Dacrah/Walkd] Kepala Dacrah;
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e. menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi
administrasi pencalonan, pengangkatan dan
pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

f. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi persiapan dan
pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Walil
Kepala Daerah [Desk Pilkada);

g. meleksansken [asilitasl dan  koordinasi  surat
keputusan pimpinan dan anmgota DPRD Provinsi dan
Kabupaten /Kota;

h. melaksanakan fasilitasi dan  koordinasi proses
administrasi surat keputusan penggantian antar waktu
pimpinan dan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/
Kota,

1. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi persiapan dan
pelaksanaan kunjungan kerja badan legislatif pusat;
dan

J. melaksanskan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh pimpinan.

(2] Subbagian Pengembangan (Mtonomi Daersh dan Penataan

Urusan, mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan
pengembangan otonomi daerah;

b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan
pengembangan otonomi daerah;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi dan
analisis pemetaan urusan pemerintahan Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

d. menyiapkan bshan fasilitasi dan koordinasi
penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

c. menyiegpkan bashan dan melaksanakan sosialisasi
pengembangan  otonomi daersh Provinsi dan
Kabupaten /Kata;

. menyiapkan bahan perumusan kebilakan di bidang
tata pcmerintahan, pembentulan, pemecahan,
penggabungan dan penghapusan serta pemekaran
wilaysh, perubahan nama dan pemindshan ibukota;
dan

g melaksanaksn tugas kedinasan lain yang diberilian
oleh pimpinan.
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(3) Subbagian Ewvaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan,
mempunyal tugas :

a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan telnis di
bidang evaluasi knerja pemerintah daerah dan
peningkatan kapasitas daerah;

b. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD} dan informasi LPPD;

¢. menyiapkan bahan evaluasi Penyclenggaraan
Pemerintahan Daerah Kabupaten fKota;

d. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan
tugas Perangkat Gubernur bidang evaluasi EKinerja
pemerintah daerah dan pemngkatan kapasitas daerah;

e. menyiapkan bahan pengolahan database LPPD skala
daerah;

f. menyiapkan bahan penyusunan bahan evaluasi kinerja
penyelengaraan pemerintah daerah;

g. melakukan penetapan perencanaan peéngembangan
kapasitas daerah;

h. menyiapkan behan penetapan rencana Gndak
peningkatan kapasitas daerah;

i. menyiapkan bahan implementasi rencana #andak
peningkatan kapasitas daerah;

j. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi
pengembangan kapasitas kabupaten/kota;

k. menyiapkan bahan peningkatan kapasitas daerah
dalam rangka pemingkatan daya saing;

L menyiapkan behan pemantauan dan pelaporan
perumusan kebijaken dan penyusunan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKP.J),

m. ményiapkan bshan pemantavan dan pelaporan
perumusan  kebijalen dan penyusunan Laporan
Penvelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh pimpinan.
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Paragraf 3
Bagian Kerja SBama
Pasal 18

Bagian Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan  perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian  pelaksanaan tugas perangkat daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang kerja sama antar pemerintah, keria sama badan

usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan keija sama.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tupas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18, Bagian Kerja Sama mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
kerja sama antar pemerintah, ketja sama badan usaha/
swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama;

b. penyiapan bahan penpoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang keija sama antar pemerintah, kerja sama
badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama,

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
perangkat daerah di bidang kerja sama antar pemerintah,
ketja sama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan
kerja sama;

d. penyiapan beshan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang keija sama antar pemerintah,
kerja sama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan
kerja sama; dan

e. pelaksanzan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 20

(1) Bubbagian Kerja Sama Antar Pemerintah, mempunyai
tugas ;
a. mempersiapkan, mengoreksi bahanbahan

penyusunan draf kerjasama antar daerah,;

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

=15-

menerima, menyusun, mengolah data dan bahan
dalam rangka pocnyusunan rencand program kel jasama
antar daerah;

mermfasilitasi, menyiapkan  bahan  perumusan
kebijakan untuk forum-forum kerjasama daerah;
melakukan  monitoring  terhadap  pelaksanaan
kerjasama antar dacrah;

melaksanakan sistem pengendalian intern;
memiasilitasi penyusunan drafl kenjasama Luar Negeri;
mempersiapkan data potensi daerah dalam rangka
kerjasama Luar Negerl skala provinsi;

. menerima, menyusun, mengolah data dan bahan
dalam rangka penyusunan rencana program kerjasama
Luar Negeri;

melakukan — monitoring  terhadap  pelaksanaan
kerjasama Luar Negeri;

mengelola administrasi igin ASN Pemerintah Provinsi
dan Kepala Daerah/Walsdl HKepala Daerah, serta
pimpinan dan anggota DPRD ke Luar Negeri;

mengkaji laporan perjalanan dinas luar negeri yang
berpotensi untuk dikerjasamakan dengan Pemerintah
Provinsi;

menylapkan bahan perumusan  kebijakan forum
Asosiasi  Pemerintah  Provinsi  Seluiuh Indonesia
[APPSI);

. menyiapkan banhan dan MEenyusun konsep
rekomendasi zin ke luar negeri bagi Kepala Daerah/
Wakil Kepala Daerah dengan alasan penting;
menyiapkan bahan dan MEeEnyusun konsep
rekomendasi izin ke luar negeri bagi pimpinan/ anggota
DPRED dengan alasan penting;

menyiapken bahan perumusan  kebijakan rapat
koordinasi Gubernur se Sumatera; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh pimpinan.
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(2) Subbagian Kerja Sama Badan Usaha/Swasta, mempunyai
tugas :

a. mempersiapkan  dan mengoreksi bahanrbahan
penyusunan draft kerjasama Badan Usaha/Swastaf
pihak ketiga,

b. memfasilitasi kerjasama Pemerintah Provinsi dengan
badan usaha,

c. melakukan  monitoing  terhadap  pelaksanaan
kerjasama Badan Usaha/Swasta/pihak ketiga;

d. menyiapkan bahan penyelesaian aset bekas milik Cina;
dan

e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh pimpinan.

(3) Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama, mempunyai
tugas ;

a. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan
di bidang pemantauan dan evaluasi kerja sama antar
pemerintah dan badan usaha/swasta;

b. melaksanakan monitoring dan evaluasi kerja sama
antar pemerintah dan badan usaha/swasta;

¢. melaksanakan penyusunan laporan hasil evaluasi
keria sama antar pemerintah dan badan usahaf
swasla; dan

d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Biro Hukum
Pasal 21

Biro Hukum mempunyai tugas membantu Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan
tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-
undangan provmsi, peraturan perundang-undangan
kabupaten/kota, bantuan hukum.
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Pasal 22

Untuk melsksanakan tugas sebapgsimana dimaksud dalam

Pasal 21, Biro Hukum mempunyai fungsi :

a. penyiapan pemmusan kebijakan daerah di bidang
peraturan perundangundangan provinsi, peraturan
perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan
hukum;

b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat
daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinst,
peraturan perundangundangan kabupatenfkota dan
bantuan hukum;

c. penyiapan pemantauan dan  evaluasi  pelaksanaan
kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan
provinsi, peraturan perundangundangan kabupaten/kota
dan bantuan hukum; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat berkaitan dengan

tugasnya.
Pasal 23

Biro Hukum, terdiri dari :
d. Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi,
membawahi 3 {tiga) Subbagian, yaiu :
1. Subbagian Penyusunan Peraturan Daerah;
2. Bubbagian Penyusunan Peraturan Gubernur, dan
3. Subbagian Penyusunan Keputusan Gubernur.
b. Bagian Peraturan Perundangundangan Kabupaten/Kota,
membawahi 3 (tiga] Subbagian, yaitu:
1. Bubbagian Produk Hukum Daerah Wilayah I,
2. Subbagian Produk Hukum Daerah Wilayah II; dan
3. Subbagian Produk Hukum Daerah Wilayah II1.
c. Bagian Bantuan Hukum, membawahi 3 (tiga) Subbagian,
vaitu :
1. Subbagian Tata Usaha;
2. Subbagian Litigasi, Non Litigasi dan HAM; dan
3. Subbagian Dokumentasidan Naskah Hukuom Lainnya.
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Paragraf 1
Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi
Pazal 24

Bagian Peraturan Perundangundangan Provinsi mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan
daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan dacrah,
pengoordinasian  pelaksanaan tugas perangkat dacrah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang penyusunan produk hukum pengaturan dan

penyusunan produk hukum penetapan.
Pazal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24, Bagian Peraturan Perundangundangan mempunyai
fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dacrah di bidang
penyusunan produl hukum pengaturan dan penyusunan
produk hukum penetapan;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang penyusunan produk hukum pengaturan
dan penyusunan produk hukum penetapan;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
perangkat daerah di bidang penyusunan produk hukum
pengaturan dan penyusunan produk hukum penelapan;

d. penyiapan bahan pemantauvan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang penyusunan produk hukum
pengaturan dan penyusunan produk hukum penetapan;
dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

berkaitan dengan tugasnya.
Pasal 26
(1) Subbagian Penyusunan Peraturan Daerah, mempunyai
tugas |

a. menerima dan menyiapkan proses penjyusunan
Peraturan Daerah;
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b. memfasilitasi perangkat daerah pengusul/f
pempratzarsa dalam penyusunan Rancangan Peraturan
Dacrah;

c. menyiapkan bahan dan mengharmonisasi Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi:

d menyiapkan bahan dan melaksanakan pembahasan
Rancangan Peraturan Dacrah Provinsi;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi;

f. menyiapkan bahan fasilitasi Rancanpan Peraturan
Daecrah Provinsi;

g. menyiapkan bahan Ponyusunan Program
pembentakan peraturan daerah provinsi;

h. menyiapkan bahan evaluasi Rancangan Pecraturan
Dacrah Provinsi;

1. menyiapkan bahan permohonan Nomor Register
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi;

J- menyiapkan proses penetapan dan pengundangan
Peraturan Dacrah Provinsi;

k. menyiapkan bahan konsultasi dengan instansi lain
baik dacrah maupun pusat;

|. menyampaikan dan mendokumentasikan Peraturan
Daerah Provinsi beserta dokumen pendukungnya;

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

Subbagian Penyusunan Peraturan Cubcrnur, mempunyai

tugas !

a. menerima dan  menyiapkan proses  penyusunan
Peraturan Gubernur;

b. memfasilitasi prrangkat dacrah pengusul/
pemprakarsa dalam menyusun Rancangan Peraturan
Gubernur;

. menyiapkan bahan dan menpharmonisasi penyusunan

Rancangan Peraturan Gubermur;
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d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembahasan
Rancangan Peratursn Gubernur;

e. menyiapkan bahsn den melaksanakan sosialisasi
Rancangan Peraturan Gubernur

. menyiapkan bahan fasilitasi Rancangan Peraturan
Gubernur;

g. mecnviapkan proses penetapan dan pengundangan
Peraturan Gubernur;

h. menyiapkan bahan konsultasi dengan instansi lsin
baik daerah maupun pusat;

i. menyampaikan Peraturan Gubecrnur kepada Perangkat
Dacrah pemprakarss;

. mendokumentasikan Peraturan Gubermur beserta
dokumen pendukungnya; dan

k. melaksansksn tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

Subbagian Penyusunan Keputussn Gubernur, mempunyai

tupas !

a. menerima dan menyiapkan proses penyusunan
Keputusan Gubernur;

b. memiasilitasi perangkat daerah pengusul/
pemprakarsa dalam menyusun Rancangan Keputusan
Gubernur;

c. menyiapkan  bahan  untuk mengoordinasikan
penyusunan Keputusan Gubernur;

d. menyiapkan bahan dan mengharmonisasi penyusunan
Fancangan Keputusan Gubernur;

e. menyiapkan bahan konsultasi dengan instansi lain
baik daersh maupun pusat;

f. menyiapkan bahan penetapan Keputusan Gubernur;

g. mendokumentasikan Keputusan Gubernur berserta
dokumen pendukungnya; dan

h. melaksanskan tugas kedinasan lainnya yvang diberikan

olch pimpinan.
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Paragraf 2
Bagian Peraturan Perundangundangan Kabupaten f Kota
Passl 27

Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota
mempunyai tupas melaksanakan  penyiapan  bahan
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas
perangkat daerah, pemantauvan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah wilayah I,
produk hukum daerah wilayah 11, dan produk hukum daerah
wilayah III.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27, Bagian Peraturan Perundangundangan Kabupaten/
Kota mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
produk hukum daerah wilayah [, produk hukum daerah
wilayah [l, dan produk hukum daerah wilayah II1;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang produk hukum daerah wilayah I, produk
hukum daerah wilayah 1I, dan produk hukum daerah
wilayah III;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
perangkat daerah di bidang produk hukum daerah wilayah
I, produk hukum daerah wilayah II, dan produk hukum
daerah wilayah III;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah wilayah
I, produk hukum daerah wilayah II, dan produk hukum
daerah wilayah III;

e. pelaksanaan evaluasiffasilitasi produk hulum
kabupatenfkota bersama anggota tim koordinasi;

f. penyiapan surat dan dokumen hasil evaluasifiasilitasi
produk hukum daerah labupaten/fkota wilayah I, wilayah
Il dan wilayah Il untuk disampaikan kepada Bupati/
Waliltota;

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

03

g. pelaksanaan monitoring terhadap hasil evaluasiffasilitasi
produk hulosm kabupaten/kota; den

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan dengan tugasnya.

Pas=al 29

(1} Subbagian Produk Hulouim Daerah Wilayah |, mempunyai
tugas :

a, menyiapkan tim koordinasi evaluasiffaslitasi produk
hukum daersh kabupaten/kota wiayah [;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daersh di
bidang produk hukum daerah wilayah |;

c. menyiapkan bahan pengoordinasian  peruamusan
kebijakan daerah di bidang produk huloum daerah
wilayah [;

d. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan
tugas perangkat daerah di bidang produk hukum
daersh wilayah [;

e. menyiapkan bahan pemantauan dan  evaluasi
pelaksanaan kebijpkan daerah di bidang produk
hukum daerah wilayah |; dan

f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan.

{2] Subbagian Produk Hukum Daerah Wilayah Il, mempunyai

tUgas !

a. menyiapkan tim koordinasi evaluasi/fasilitasi produk
hukum daerah kabupatenfkota wiayah 11;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijjakan daersh di
bidang produk hukum daerah wilayah IT;

¢. menyiapkan bahan pengeordinasian  perumusan
kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah
wilayah II;

d. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan
tugas perangkat daerah di bidang produk hukum
daerah wilayah lI;
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e. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang produk
hukum daerah wilayah II; dan

f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan.

{3) Subbagian Produk Hukum Daerah Wilayah IIl, mempunyai
tugas :

a. menyiapkan tim koordinasi evaluasiflasilitasi produk
hukum daerah kabupaten/kota wiayah III;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di
bidang produk huloum daerah wilayah IlI;

c. menyiapkan bahan  pengoordinasian porumusan
kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah
wilayah III;

d. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan
tugas perangkat daerah di bidang produk hulbum
daerah wilayah III;

e. menyiagpkan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang produk
hukum daerah wilayah I[1l; dan

[. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan.

Paragral 3
Bagian Bantuan Hukum

Pasal 30

Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan prerumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pPErUMmLSan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan  tugas perangkat daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia
serta dokumentasi dan naskah hultum lainnya.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 30, Bagian Bantuan Hukum mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia,
dokumentasi dan naskah hukum lainnya;
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penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak
asasi manusia, dokumentasi dan naskah hukum lainnya;
penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
perangkat daerah di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi
dan hak asasi manusia, dokumentasi dan naskah hukum
lainnya;

penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi
dan hak asasi manusia, dokumentasi dan naskah hukum
lainnya; dan

pelaksanaan fungsi lain yvang diberikan olch pimpinan

berkaitan dengan tugasnya.
Pasal 32

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

a. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
melaksanakan pelaysnan administrasi kewangan
mecliputi  penganggaran,  penatausahaan, serta
pengelolasn sistem akuntansi dan pelaporan;

c. melaksanakan pelayanan administrasi umum melipua
ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan
barang/asect, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan
sistern informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan
kearsiparn;

d. melaksanakan pengkajian bahan penataan
kelembagaan dan ketatalaksanaan;

c. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan
pendokumentasian  peraturan  perundangundangan
lingkup biro;

[ melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan
RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN,
LkjIP, LKP.J, dan LPPD lingkup biro,

g melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan
hasill pecmeriksaan lingkup biro;
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h. melaksanakan perencanaan pemeliharaan
perlengkapan biro;

i. mclaksanakan percncanaan, pemantauvan, covaluasi,
dan pelaporan;

melaksanakan pembinaan pegawai ASN; dan

s
u

k. melaksanakan mgas kedinasan lainnya yang diberikan
olch pimpinan.

(2] Subbapgian Litigasi, Non Litigasi dan HAM, mempunyai
tugas :

a. meclaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan
konsultasi dengan instansi pemerintah dan pihak lain
untuk membuat telaahan sengketa hukum;

b. melaksanakan penylapan konsep penanganan
sengheta pemeriniah provinsi pada bidang perdata,
tata usaha negara dan pengujian materi peraturan
perundang-undangan;

c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan
konsultasi dengan instansi pemerintah dan pihak lain
untuk penyusunan bahan persidangan;

d. melaksanakan penyiapan konsep bahan persidangan
dalam penanganan sengketa pemerintah provinsi di
pengadilan;

e. meclaksanakan penyiapan bahan penyusunan telaahan
dan pertimbangan hukum di lingkungan pemerintah
provinsi;

[ melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan
konsultasi dengan instansi pemcerintah dan pihak lain
dalam rangka menyusun telaahan dan pertimbangan
hukum di lingkungan pemerintah provinsi;

g. melaksanakan penyiapan bahan pemberian iZin
Gubermur untuk pemceriksaan dalam  rangka
penyelidikan fpenyidikan kepada ASN yang menduduki
Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah

Provinsi;
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h. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan
pemberian dana bantuan huliim bagi masyarakat
miskin;

1. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan
konsultasi dengan instansi pemerintah dan pihak lain
untuk membuat telaahan dalam rangka pemajuan hak
a#sasi manusia provinsi sccara berkala;

j. melaksanakan penyiapan dan pengumpulan bahan
pelaporan aksi hak asasi manusia provinsi secara
berkala;

k. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap
kabupaten/kota peduli hak asasi manusia;

l. melaksanakan monitoting dan evaluasi terhadap aksi
hak asasi manusia kabupaten/kota; dan

m. meclaksanakan tugas kedinasan lainnyva yang diberikan

oleh pimpinan.

Subbagian Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya,

mempunyai tugas :

a. menyiapksn bahan penetapan dan pengundangan
Peraturan Daerah dalam Lembaran Dacrah dan
Peraturan Gubernur dalam Berita Dacrah;

b. menginput rancangan Peraturan Daerah provinsi dan
rancangan Peraturan Gubermur ke dalam Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum [JDIH);

c. mengnput Peraturan Daerah provinsi dan Peraturan
Gubernur yang telah diundangkan ke dalam JDIH;

d. menghimpun Peraturan Daerah desn  Peraturan
Gubernur yang telah diundanglkan;

e. mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyebar
luasan produk hukum;

f. melaksanakan pelayanan JDIH;

g- melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan JDIH Kabupaten/ Kota;

h. melaksanakan pendokumentasian hukum;

i. menyiapkan bahan kajian produlc hukum daecrah;
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j. menyiapkan dan mengumpulkan bahan telaahan,
pertimbangan dan pengkajian produk hukum lainnys;

k. menyiapkan bahan harmonisasi produk hukum
lainnya,

L. menyiapkan bshan konsultasi dengan instansi lain
baik di daerah maupun di tingkat pusat;

m. menyiapkan dan menyusun Memorandum of
Understanding (Mol daersh sermm  perjanjan
kerjasama; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan.

Bagman Ketiga
Biro Kesejahteraan Rakyat
Pasal 33

Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam
penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan,
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,
pemanmuan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
bina menwal spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan
dasar, kesejahteraan rakyat pelayvanan dasar.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33, Biro Kesejahteraan Rakya! mempunyai fungsi :

a. penyiapan pengoordinasian perumusan Kebijalsan di
bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non
pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;

b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat
dacrah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan
rekyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat
pelayanan dasar,

c. penyiapan pemantavan dan evaluasi  pelaksanaan
kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak
yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi
pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental
spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar,
kesejahteraan rakyat pelayanan dasar; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat berksitan dengan

tugasnya.
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Pasal 35

Biro Kesejahteraan Ralkoyat, terdiri dan :
a. Bagan Bina Mental Spiritual membawahi 3 (tiga]
Subbagian, yaitu :
I. Subbagian Tata Usaha;
2. Subbagian Saranadan Prasarana Spiritual; dan
3. Subbagian Kelembagaan Bina Spiritual.
b. Bagan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
membawahi 3 (dea] Subbagian, yaitu :
1. Subbagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
I3
2. Subbagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
II; dan
3. Subbagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
1.
. Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
membawahi 3 {tiga) Subbagian, yaitu ;
1. Subbagian Kesehatan;
4. Bubbagian Sosial; dan
2. Subbagian Pendidilkan.

Paragraf 1
Bagian Bina Mental Spiritual
Pasal 26

Bagian Bina Mental Spiritual mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bshan pengoordinasian  perumusan kebijakan
daerah, pengoordinasian pelaksansan  tuges perangkat
daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang tata usaha, sarana dan prasarana spiritual,

kelembagaan bina spiritual.
Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 36, Bagian Bina Mental Spiritual mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang tata usaha, sarana dan prasarana
spintual, kelembagaan bina spiritual;
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b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
perangkat daerah di bidang tata ussha, sarana dan
prasarana spiritual, kelembagaan bina spiritual;

¢. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan,
dampak vyang tidak diinginkan, dan fsktor yang
mempengarubi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
tata usaha, sarana dan prasarana spiritual, kelembagaan
bina spintual; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh punpinan
berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 38

{1} Subbapgian Tata Usaha, mempunyai tugas :

d. melaksanakan pelayanan administras kepegawalan;

b. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan
meliputi penganggaran,  penatausahaan, serta
pengelolaan sistern alcuntansi dan pelaporan;

c. melaksanakan pelayanan administrasi umum melipuati
ketatausahaan, kerumahtan@gaan, pengelolaan
barang/asct, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan
sistern informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan
kearsipan;

d. melzksanakan pengks jian bahan ponAtaan
kelembagaan dan ketatalaksanaan;

e. melaksanakan penyusunan bahan raneangan dan
pendolumentasian  peraturan  perundsnp-undangan
lingkup biro;

{. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan
RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN,
Ligl*, LEP., dan LPPD lingkup biro;

g. mclaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan
hasill pemeriksaan lingkup biro;

h. melaksanakan perencanaan pemeliharaan

perlengkapan biro;
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i. melaksanakan perencanaan, pemantauan, evaluasi,

dan pelaporan;

melaksanakan pembinaan pegawai ASN; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain vang diberikan
oleh pimpinan.

e

(2] Subbagian Sarana dan Prasarana Spiritual, mempunyai
tugas :

a. menyiapkan data tensang sarana peribadatan, sarana
pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;

b. menyiapkan bahan perwnusan kebijgkan vyang
berhubungan dengan sarana peribadatan, sarana
pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;

c. menyiapkan bahan koerdinasi dengan instansi terkait
dalam rangka pengembangan sarana peribadatan,
garana pendidikan agama dan pendidikan keapamaan;

d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan
di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan
agama dan pendidikan keagamaan;

e. menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan
di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan
agama dan pendidikan keagamaan;

. menyiapkan bahan rekomendasi pemberian bantuan
yvang berhubungan dengan kebijakan dan kegiatan
keapamaan;

g menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan
melakukan pembinaan fasilitasi kegiatan keagamaan;

h. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan han besar
keagamaan dan pelaksanaan Musabagoh Tilawatil
Qur'an/seleksi Tilawatil Qur'an; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh pimpinan.

{3) Subbagian Kelembagaan Bina Spiritual, mempunyai
tugas:
a. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan
perumusan kebijakan daerah di bidang lembaga bina
spiritual dan kerukunan umat beragama;
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menyiapkan dan mengoordinasikan bahan pedoman
pembinaan lembaga bina spiritual dan kerukunan
umat beragama;

melakukan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan
kerja sama antar lembaga bina spiritual dan
kerukunan umat beragama;

. menyiapkan bahan  pengolahan data, saran,
pertimbangan serta koordinasi kegiatan  dan
penyusunan laporan program pembinaan umat
beragama dan kerja sama antar lembagm bina spiritual
dan kerukunan umast beragama;

melakukan koordinasi lintas sektor dan pertemuan/
rapat-rapat koordinasi di bidang kerukunan umat
beragama dan serta kerja sama antar lembaga bina
spiritual;

memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan
kegiatan kerukunan umat beragama dan aliran serta
ketja sama antar lembaga hina spiritual;

memfasilitasi dan  mengoordinasikan  kegiatan
musyawarah antar umat beragama dan aliran
kepercayaan;

menyiapkan bahan dan mengoordinasikan kegiatan
lorum kerukunan umat beragama dan konsultasi
kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran
kepercayaan;

melakukan koordinasi kerja sama sosial
kemasyarakatan dan konsultasi penanggulangan
secara dini masalah dan kasus keiukunan hidup antar
umat beragama dan aliran kepercayaan;

melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerukunan
umat beragama dan aliran kepercayaan;

menyiapkan bahan, dan mcakulen pemantauan dan
evaluasi kebijakan daerah bidang lembaga dan
kerukunan keagamaan;

menyiapkan dan menyusun bahan data yang
berhubungan dengan koordinasi pengelolaan  zakat,
infaq dan sadaqoh;
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m. mengumpulkan beshan data dan melskukan
pemantauan dalam rangka pelaksanaan ibadah haji
dan umroh;

n. memfasilitasi dan mengoordinasikan penyelenggaraan
haji dan melakukan pengawasan, pelaksanaan
embarkasi/debarkasi haji; dan

0. melsksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh pimpinan.

Paragraf 2
Bagan Kese jshteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
Pasai 3%

Bagian Kesejshteraan Rakyat Non Pelaysnan Dasar
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan  bahan
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian  pelaksanaan  tugas perangkat daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar I,
kesejahteraan rakyat non pelayanan  dasar 11, dan

kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar L1l

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39, Bagian Kesejshteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan
dasar I, kesejahteraan rakyal non peiayanan dasar II, dan
kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar lll;

b. penyiapan bashan pengoordinasian pelakssnasn tugas
perangkat daerah di bidang kesejghterasn ralkyat non
pelayanan dasar I, kesejahteraan rakyat non pelayanan
dasar 1I, dan kesejshtersan raloyat non pelayanan dasar
111;
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c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebjjakan daerah terkait pencapaian Dujuan kebijakan,
dampak yang tdak diinginkan, dan f=kitor yang
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar [, kesejahteraan
rakyat non pelayanan dasar [l, dan kesejahteraan rakyat
non pelayanan dasar Ii; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan dengan tupasnya.

Fasal 41

(1) Subbapan Kesecjahteraan Rskyat Non Pelayanan Dasar I,
mempunyai tugas :

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang
kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;

c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan
di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan
pariwisata,

d. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan di bidang
kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;

€. menylapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan
di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan
pariwisata;

f. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring evaluasi
dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang
kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata,
dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh pimpinan.

{2] Subbagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II,
mempunyai lugas :

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
pemberdayaan masyarakat dan deea, transmigiasi dan
tenaga kerja,
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b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan
di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak, pengendalian penduduk  dan  keluarga
berencana, administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa,
transmigrasi dan tenaga kerja;

c. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan di bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
pengendalian  penduduk dan  keluarga berencana,
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan
tenaga kerja;

d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan
di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak, penpgendalian penduduk dan keluarga
berencana, administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa,
transmigrasi dan tenaga kerja;

e. menylapkan bahan pelaksanaan monitoring evaluasi
dan pelaporan pelasksanasn kebijakan di  bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan
tenaga kerja; dan

. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh pimpinan.

(2} Subbagian Kescjahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar 11,
mempunyai tugas :

a. menviapkan bahan perumusan kebijakan di bidang
komunikasi, informatika, statistik, persandian dan
perhubungan;

b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan
di bidang komunikasi, informatika, statistk,
persandian dan perhubungan;
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c. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan di bidang
komunikasi, informatika, statistik, persandian den
perhubungan;

d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan
di bidang komunikasi, informatika, statistik,
persandian dan perhubungan;

e. menylapkan bahan pelaksanasn monitoring evaluasi
dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di  bidang
komunikasi, informatika, stasstik, persandian dan
perhubungan; dan

f- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh pimpinan.

Paragraf 3
Bapian Kesejahteraan Rakyat Pelayvanan Dasar
Pasal 42

Bagian Kesejahteraan Raloyat Pelayanan Dasar mempunysi
tugas penylapan bahan pengoordinasian perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas
perangkat daerah, pemantauan den evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang kesehatan, sosial dan pendidikan.

Pasal 43

Untuk melaksansksn tugas asebagaimana dimaksud dalam
FPasal 42, Bapian Kescjghtecraan Ralograt Pelayvanan Dasar
mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang kesehatan, sosial dan pendidilkan;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanan tugas
peranglkat daerah di bidang kesehatan, sosial dan
pendidikan;

c. penyiapan bahan pemantauvsn dan evaluasi pelaksanasn
kebijaktan daerah terlssit pencapaian tujuan kehbipkean,
dampak yang tidak diinginkan, dan f[aktor yang
mempengarhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
kesehatan, sosial dan pendidikan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yeng diberiken oleh pimpinan
berkaitan dengan tugasnya.
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Pasal 44

(1) Subbagian Keschatan, mempunyai tugas ;

a, menyiapkan bahan  pengoordinasiam perumusan
kebijakan di bidang kesechatan;

b. menyiapkan bahan penpoordinasian pelaksanaan
tugas perangkat derah di bidang keschatan;

c. menyiapkan bshan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian
tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan
faktor yang mempengaruhi tujuan kebijakan di bidang
kesehatan;

d. meclakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi
terhadap pelaksanaan program Unit Keschatan
Sekolah/Madrasah [UKS/M] di daersh dengan
mempedomani norma, standar, prosedur dan kriteria
program UKS /M nasional;

e. melaluksn penilaian lomba sekolah sehat tingkat
provinsi bersama unit kea lintas scktor terkait serta
melakukan pembinaan dan pendampingsn  lomba
sekolah sehat tingkat nasional;

f. melakukan ketatausahaan tim pembina UKS/M
Provinsi serta mengikuti rapat dan pertemuan UKS/M
lainnya baik ditingkat Provinsi maupun nasional; dan

g melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan.

(2) Subbagian Sosial, mempunyai tugas ;

a. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan
kebijakan di bidang sosial;

b. menyiapkan bshan penpgoordinasian pelaksanaan
tugas perangkat derah di bidang sosisl;

¢c. menyiapkan bahan pemantavan dan  evaluasi
peclaksanaan  kebijakan daerah terkait pencapaian
tujuan kebijakan, dampak vang tidak diinginkan, dan
faktor yang mempengaruhi tujuan kebijakan di bidang

sosial;
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d. menyiapkan bahan data koordinasi hasil pemantauan
dan evaluasi kebijakan; dan
e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan

(3] Subbagian Pendidikan, mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan
kebjjakan di bidang pendidikan;

b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan
tugas perangkat derah di bidang pendidikan;

¢. menyiapkan bahan pemantavan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daecrah terkait pencapaian
tujuan kebijakan, dampak yvang tidak diinginkan, dan
faktor yang mempengaruhi tujuan kebijakan di lidang
pendidikan; dan

d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan

BAB VI
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Pasal 45

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas
membantu  Seckretaris Daerah dalam pengoordinasian
ponyusunan kebijakan daecrah, pengoordinasian pelaksanaan
tugas perangkat daerah, penyusunan kebijakan daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang perckonomian, pengadaan barang dan jasa serta

administrasi pembangunan.

Pasal 46

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada
Pasal 45, Asisten Perckonomian dan Pembangunan
mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang

perekonomian dan administrasi pembangunan;
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b. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di
bidang perekonomian, pengadasn barang dan jasa serta
administrasi pcmbangunan;

e. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan
barang dan jass;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
di bidang pengadaan barang dan jasa;

e. pemantauan dan evaluasi pelasksanaan kebijakan daerah
terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak
diifiginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian
tujuan  kebijakan di  bidang perekonomian  dan
administrasi pembangunan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
Dacrah odi bidang perckonomian, administrasi
pembangunan dan pengadaan barang dan jasa yang
berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 47

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawsahi :
1. Biro Perekonomian;

2, Biro Administrasi Pembangunan; dan

3. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Kesatu
Biro Perekonomian
Pasgal 48

Biro Perekonomian mempunyai tugas membantu Asisten
Perekonomian dan Pembangunan  delam  penyiapan
pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian
pelaksanasan tugas perangkat daerah, pemantauan dan
evaluasi peclaksanaan kebijpgkan di  bidang kebijakan
perekonomian, sumber daya alam, dean badan usaha milik
daerah serta badan layanan umum daerah.

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 48, Biro Perekonomian mempunyai fungsi :

a. penyiapan  pengoofdinasian  perumusan kebiakan  di
bidang kechijakan perekonomian, sumber daya alam,
badan usaha milik deserah dan badan layensn umum
dacrah;
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b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tupgas perangkat
daerah di bidang kebijakan percekonomian, sumber daya
alam, badan wsaha milik daerah dan badan layanan
umurm daerah;

¢. peyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak
diingnkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapalan
tujuan kebijakan di bidang kebijakan perckonomian,
sumber daya alam, badan usaha milik daerah dan badan
layanan umum daerah; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Perekonomian dan Pembanpunan berkaitan dengan
tugasnya.

Pasal 50

Biro Perckonomian, terdiri dar :
a. Bapian Kebijakan Perekonomian, membawahi 3 ([tiga)
Subbagian, yaitu :
1. Subbagan Analisis Ekonomi Makro,
2. Subbagian Analisis Ekonomi Mikro; dan
3. Subbagian Tata Usaha.
b. Bagan Sumber Daya Alam, membawahi 3 (tiga)
Subbagian, yaitu :
1. Subbagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan,
Kelautan dan Penkanan;
2. Subbagian Sumber Daya Alam Pertambangan dan
Lingknngan Hidup; dan
3. Subbagian Sumber Daya Alam Energi dan Air.
¢. Hagian BUMD dan BLUD, membawahi 3 (tiga) Subbagian,
yaitu :
|. Subbagan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan
dan Aneka Usaha;
2. Subbagan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum,
Limbah dan Sanitasi; dan
3. Subbagian Badan Layanan Umum Daerah.
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Paragrafl 1
Bagian Kebijakan Perekonomian
Pasal 51

Bagian Kebijakan Perckonomian mempunyali  tugas
melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian @ pelaksanasn  tugas
perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi

mikro dan tata usaha.
Pasal 52

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51, Bagian Kebijakan Perekonomian mempunyai fungsi :

g. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebdjakan
dacrah di bidang =nalisiz ckonomi makro, analisis
ekonomi mikro dan tata usaha;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
perangkat daecrah di bidang analisis ckonomi makro,
analisis ekonomi mikro dan tata usaha;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebjjakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan,
dampak yang tidak diinginkan, dan BGkior yang
mempengarahi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
analisis ekonom makro, analisis ckonomi mikro dan tata
usaha;dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan denpgan tugasnya.

Pasal 53

(1} Subbapan Analisis Ekonomi Makro, mempunyai tugas ;
a. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan
kebijakan dacrah di bidang analisis ekonomi makro;
b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan
tugas perangkat daerah di bidang analisis ekonomi

makro;
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c. menyiapkan bahan pemantauan dan  evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian
tujuan kchijakan, dampak yang tidak diinginkan dan
faktor vang mempengaruhi  pencapaian  tujuan
kebijakan di bidang analisis ekonomi makro; dan

d. melaksanakan tupas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

(2} Subbagian Analisis Ekonomi Mikro, mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan
kebijakan daerah di bidang analisis ekonomi mikro;

L. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan
tugas perangkat daerah di bidang analisis ekonomi
mileo;

c. menyiapkan bahan pemantaven dan  evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapsian
tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan
kebijakan di bidanp analisis ekonomi mikro; dan

d. melaksanakan tupas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinarn.

(3] Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

a. melaksanakan pelayanan adminiswasi kepegawaian;

b, melaksanakan pelayanan administrasi kecuangan
meliputi penganggarann, penatausahaan, serta
pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;

c. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi
ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan
barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan
gistemn informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan
kearsipan;

d. melaksanakan pengkajian bahan penataan
kelembagaan dan ketatalaksanaan;

e. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan
pendokumentasian peraturan perundang-undengan

lingkup biro;
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f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan
RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN,
LijIP, LKP.J, dan LPPD lingkup bire;

g. melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan
hasill pemeriksaan lingkup biro;

h. melaksanakan perencanaan pemeliharaan
perlengkapan biro;

i. melaksanakan perencanaan, pemantauan, cvaluasi,
dan pelaporan,

J- melaksanakan pembinaan pegawai ASN; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

olech pimpinan.

Paragmil
Bagian Sumber Daya Alam
Pasal 54

Bagian Sumber Daya Alam mempunyal tugas melakssnakan
penyiapan bahan pengoordinasian perumusan  kebljakan
daerah, pengoordinasian pelskssnaan tugas persngkat
dacrah, pemantauan dan cvaluasi prelaksanaan kebijalan
daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan,
kelautan, perikanan, persambangan, lingkungan hidup, energi

dan air.
Pazal 55

Untuk melaksanakan tugas sebapsimena dimaksud dalam

Pasal 54, Bagian Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan,
kelautan, perikanan, pertambangan, hingkungan hidup,
energi dan air;

b. penyiapan bshan pengoordinasian pelaksanaan tagas
perangkat daerah di bidang sumber daya alam pertanian,
kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan,

lingkungan hidup, energi dan air;
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c. penylapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan dacrah terkait pencapaian tujuan kebijakan,
dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang
mempengaiuhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan,
perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, encrg dan
air; dan

d. pelaksanasn fungsm lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 36

(1) Subbagian Sumber Daya Alam Pettanian, Kehutanan,

Kelautan dan Perikanan, mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan
kehijakan di bidang sumber daya alam pertanian,
kehutanan. kelautan dan perikanan;

b, menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan
di bidang sumber dayva alam pertanian, kehutanan,
kelautan dan pelikanan,

c. menyiapkan bahan dan menyusun analisis kebijakan
di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan,
kelautan dan perikanamn;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan

serta fasihtasi kebijakan di bidang sumber daya alam
pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;

g. menyiapkan bahan pelaksanaan momitoring, evaluasi
dan pclaporan pelaksanaan kebijpkan di bidang
sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan
perikanan:dan

f. melaksanakan tupas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan.

[2) Subbagian Sumber Daya Alam Pertambangan dan

Linglkuangan Hidup, mempunysai tugas ;

a. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan
kehijakan sumber daya alam pertambangan dan
lingkungan hidup;

b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan
sumber daya alam pertambangan dan lingkungan
hidup;
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c. menyiapkan bahan dan menyusun analisis kebijakan
sumber daya alam pertambangan dan lingkungan
hidup;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan
serta lasilitasi kebijakan sumber daya alam
pertambangan dan lingkungan hidup;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan monitering, evaluasi
dan peclaporan pelaksanaan kechijakan sumber daya
alam pertambangan dan lingkungan hidup; dan

. meclaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan.

[3) Subbagian Sumber Daya Alam Encrgi dan Air, mempunyai
tugas :

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan telmnis
sumber daya alam energi dan air;

b. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan telanis
sumber daya alam energi dan air;

c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan
kebijakan teknis sumber daya alam energi dan air;

d. menyiapkan analisis sumber daya alam energi dan air
daya mineral;

c. menyiapkan bshan dan melaksanakan fasilitasi
sumber daya alam cnergi dan air;

f. menyiapkan bshan dan pelaksanaan pemantauan,
evaluasi dan pelaporan kebijpkan sumber daya alam
encragi dan air; dan

g meclaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinar.

Paragraf 3
Bagian BUMD dan BLLUD
Pasal 57

Bagian BUMD dan BLUD mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kehijakan
dacrah, pecngoordinasian pelaksanaan tugas perangkat
dacrah, pemantauan dan ecvaluasi pelaksanaan kehijakan
daerah di bidang badan usaha milik daerah jasa keuangan
dan anecka usaha, badan uwssha milik daerah air minum,

limbah dan sanitasi, dan badan layanan umum daerah.
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Pasal 58

Untuk melaksanskan tupas secbapaimana dimaksud dalam

Pasal 57, Bagian BUMD dan BLUD mempunyai fungsi :

a. penyiapan bashan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang badan usaha milik daerah jasa keuangan
dan aneka usaha, badan wsaha milik dasrah air minum,
limbah dan sanitasi, dan badan layanan umum daerah;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
perangkat daerah di bidang badan usaha milik daerah jasa
keuangan den aneka usaha, badan usaha milik daerah air
minum, limbah dan sanitasi, dan badan layanan umum
daerah;

c. penyviapan bahan pemantauvan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan,
dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
badan wusaha milik daerah jasa keuangan dan aneka
usaha, badan usaha milik daerah air minum, limbah dan
sanitasi, dan badan layanan umum daerah; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pinmpman
berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 59

(1) Subbagian Badan Usaha Milik Daerah, Jasa Keuangan
dan Anecka Usaha, mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan kebijakan telnis di bidang badan
usaha milik daerah, jasa keuanpan dan aneka usaha;

b. menyiapkan bahan penyusunan dan analisis kebijalen
dacrah dan pengembangan badan usaha milik daerah
bidang jasa keuangan dan aneka usaha;

c. menyiapkan bahan penyiapan rencana kena
pembinaan badan usaha milik daerah bidang jasa
keuangan dan aneka usaha;

d. menyiapkan bahan fasilitasi perencanaan, pelaporan,
pembinaan dan pengawasan badsn usaha milil daerah

bidang jasa keuvangan dan aneka usaha;
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e. menylapkan bahan pelayanan teknis administrasi
badan usaha milik daerah bidang jasa keusnpan, dan
anchka usahs;

f. menyiapkan bahan [asilitasi pelaksanaan rencana
umum pemegang saham badan usaha mililkk daerah
bidang jasa keusngan dan aneka usaha;

g. menylapkan bahan pengoordinasian  pelaksanaan
tugas peranglsat daerah bidang badan usaha milik
daerah bidang jasa keuangan dan anels usaha;

h. menyiapkan bashan pepyusunan data badan usaha
milik daerah bidang jasa kcuanpan dan anecka usshs;

1. menyiapkan bahan pemantavan, evaluasi dan
pelaporan badan usaha milk daerah bidang jasa
keuangan dan aneka usaha; dan

- melaksanakan tupas kedinasan lainnya yang diberikan

olch pimpinan.

Subbagian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah

dan Sanitasi, mempunyai tupas:

a. mecnyiapkan bahan kecbijakan tclnis di bidang badan
usaha milik daerah bidang air minum, limbah dan
sanitasi;

b. menyiapkan bahan penyusunan dan analisis kebijalan
daerah dan penpembangan badan usaha milik daerah
bidang air minum, Imbah dan sanitasi;

¢. menyiapkan bahan penyiapan rencana  kefa
pembinaan badan usaha millk daerah bidang air
minum, limbah dan sanitasi;

d. menyiapkan bahan fasilitasi perencanaan, pelaporan,
pembinaan dan penpawasan badan usaha milik daerah
bidang air minum, limbah dan sanitasi;

c. menyiapkan bahan pelaysnan teknis administrasi
badan usaha milik daerah bidang air minum, limbah
dan sanitasi;

f. menylapkan bahan fasilitasi pelaksanaan rencana
urmum pemegang saharm baden usaha milik daerah

bidang air minum, imbah dan sanitasi;
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g. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan
tupas perangkat daerali bidang badan ussha milik
daerah bidang alr minum, limbah dan sanitasi;

h. menyiapkan bahan penyusunan data badan usaha
milik daerah bidang air minum, limbah dan sanitasi;

i. menyiepkan bahan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan badan wusaha milik daerah bidang air
minum, limbah dan sanitasi; dan

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan.

{3] Subbagian Badan Layanan Umum Daerah, mempunya
tugas :

a. menylapkan bahan perumusan kebijakan teknis
evaluasi badarn layanan umum daerah;

b, menyiapkan bshan koordinasi kebijaksn teknis
evaluasi badan layainian umum daerah;

c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan
kebijakan evaluasi badan layanan umum daerah;

d. menyiapkan bahan dan melaksanalien pemantauan,
evaluasi, analisis dan pelaporan kebijalan
perencanaan, pengembangan dan kerjasama badan
layenan umurn deerah; dan

e, melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Biro Administrasi Pembangunan
Pasal 60

Biro Administrasi Pembangunan mempunyal tugas membantu
Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam peényiapan
pengoordinasian perumusan kehijakan daerah,
pengoordinasian  pelaksanaan  tugas perangkat daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan
daerah, penpendalian administrasi pelaksanasn
pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan.
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Pasal 61

Untuk melaksanakan tugas sebapaimana dimaksud dalam

Pasal 68, Biro Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi -

a. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah
di hidang pengendalian administrasi pelaksanaan
pembangunan daerah, pengendalian administrasi
pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan
pelaksanaan pembangunan;

b. penylapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat
daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan
pembangunan  daerah, pengendalian  administrasi
pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan
pelaksanaan pembangunan,

c. penyiapan  pemantavan dan  evaluasi  pelaksansan
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan,
dampak yeng tidak diinginkan, dan faktor yang
mempengaiuhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
pengendalian  administrasi pelaksansan pembangunan
daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan
pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan
pembangunan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Perekonomian dan Pembangunan berkaitan dengan
tugasnya.

Pagal 62

Biro Administras Pembangunan, terdiri dari ;
a. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan
Pembangunan Daerah, membawahi 3 (tiga) Subbagian,

yaitu :
1. Subbagisn Pengendalian Administrasi Pelaksanaan
Pembangunan APBD;

2. Bubbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan
Pembangunan APBN; dan
3. SBubbagisn Tata Uisaha.
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b. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan
Pembanpunan Wilayah, membawahi 3 (tiga) Subbagian,
yaitu -

1. Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan
Pembangunan Wilayah [:

2. Subbapan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan
Pembangunan Wilayah II; dan

3. Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan
Pembangunan Wilayah II1.

¢. Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan, membawahi
3 (tiga) Subbagian, yaitu :

L. Subbagian Analisis Capaian Kinerfa Pembanpunan
Daerah;

2. SBubbagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
Daerah; dan

3. Subbagian Kebijakan Pembangunan Dacrah.

Paragraf 1
Bagian Pengendalian Adminiswasi
Pelaksanasn Pembangunan Daerah
Paszal 63

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan
Daerah mempunyai tugas melaksanakan penylapan bahan
pengoordinasian perumusan kebijakan daersh,
pengoordinasian  pelakssnaan  tugas perengkat  daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan
APBD, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan
APBN dan tata usaha.

Pasal 64

Untuk melaksanakan tugas sebapaimana dimaksud dalam
Pasal &3, Bapgian Penpgendalian Administrasi Pelaksanaan
Pembangunan Daerah mempunyai lungsi :

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan
pembangunan APBD, pengendalian adminiswrasi
pelak sanaan pembangunan APBN dan tata usaha,

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

-50-

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelekssnaan tugas
perangkat daerah di bidang pengendalian administrasi
pclaksanaan pembangunan APBD, pengendalian
administrasi pelakssnaan pembangunan APBN dan tata
usana,

¢. penylapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan,
dampak yang tidak diinginlen, dan {sktor yang
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
pengendalian administrasi pelaksanasn  pembangunan
APBD, pengendalian administrasi pelaksanaan
pembangunan APBN dan tata usaha; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh punpman
berkaitan dengan tupasnya.

Pasal 65

(1} Subbagian Pengendalian Administrasi  Pelaksanaan

Pembangunan APED, mempunyai tugas :

a. menylapkan bahan pengelolaan dan menyajikan
penyempurnaan  penyusunan  kebijakan  standar
pengendalian pelaksanasn pembangunan sumber dana
APBD;

L. menyiapkan bahan penpembangan sistcm
penpendalian dan pelaporan pembangunan sumber
danaAPBD),

¢. menyiapkan bahan pengolahan dan menyajikan
bahan/data pelaksanaan pemantauvan, evaluasi dan
pembinaan pelaksanaan pembangunan sumber dana
APBD;

d. menyiapkan bahan analisa dan mengkaiji
permasalahan dalam rangka tertib administrasi
pclaksanaan pembanpunan sumber dana APBD;

e. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka

pengampulan bahan pelaksanaan pembangunan:
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{. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan
dan membuat laporsn hasil evaluasi pelaksanaan
pembangunan;

g. menyigpkan bahan penyajian datafinformasi hasil
pelaksanaan pembangunan daii sumber dana APED,

h. menyiapksn bshan  koordinasi dalam rangka
peclaksanaan pemberian bantuan; dan

1. melaksanakan tupgas kedinasan lainnya yang dibenkan

oleh pimpinan.

(2) Subbagan Penpendalian Administrasi  Pelaksanaan
Pembangunan APBN, mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan pengelolaan dan menyajikan
penyempurnaan  penyusunan  kebijakan  standar
prngendalisn pelaksanaan pembangunan sumber dana
APEN:

b. menyiapkan bahan pengembangan sistem
pengendalian dan pelaporan pembangunan sumber
dana APEN;

c. menyiapkan bahan pengolashan dan menyajikan
bahan/data pelaksanaan pemantauan, evaluas: dan
pembinaan pelaksanaan pembangunan sumber dana
APEN:

d. menyiapkan bahan analisa dan mengkaji
permasalahan dalam rangka tertib administrasi
prlaksanaan pembangunan sumber dana APEN;

e. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka
pengumpulan bahan pelaksanaan pembangunan;

f. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan
dan membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan
pembanguanan;

g. menyiapkan bahan penyajian data/informasi  hasil
pelaksanaan pembangunan dari sumber dana APBN;

h. menyiapkan bahan  koordinasi dalam rangka
pelaksanaan pemberian bantuan; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lainaya yang diberikan
oleh pimpinan.
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(2) Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

a. meiaksanalten pelayanan administrasi kepegawaian;

b, melaksanakan pelayanan administras: keuangan
meliputi penganggaran, penatausahaan, scrta
pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;

c. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi
ketatavsahaan, kerumahtangeaan, pengelolaan
barang/asct, kchumasan, penpelolaan dan pelayanan
sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan
kearsipan,

d. melaksanakan pengkajian bahan penataan
kelembagaan dan ketatalaksanaan;

e. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan
pendolkumentasian peraturan  perundang-undangan
lingkup biro,;

. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan
RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN,
LkjIP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro;

g. melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan
hasill pemeriksaan lingkup biro;

h. melaksanalcan perencanaan pemeliharaan
perlengkapan biro;

1. melaksanakan perencanaan, pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan,

j. melaksanakan pembinaan pegawai ASN; dan
k. melaksanakan tugss kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan.

Paragraf2
Bagian Penpendalian Administrasi
Pelalsanaan Pembanpunan Wilayah
Pasal 66

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan
Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan hahan
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan  lugas perangkat daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan
wilayah [, pengendalian adminiswasi pelaksanaan
pembangunan wilayah I, dan pengendalian administrasi
pelalesanaan pembangunan wilayah III.
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Paszal 67

Untuk melakssnakan tugas scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 66, Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan
Pembangunan Wilayah mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daecrah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan
pembangunan wilayah [, pengendalian administrasi
pelaksanaan pembangunan wilayah [I, dan pengendalian
administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah [1;

b. penyiapen bahan pengoordinasian pelaksansan tugas
perangkat daerah di bidang pengendalian administrasi
pelaksanaan pembangunan wilayah [, pengendalian
administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah 11, dan
pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan
wilayah III;

¢. penylapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terlsit pencapaian tujuan kebijakan,
dampak yang tidak diinginkan, dan f{ektor yang
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
pengendalian administrasi pelaksanaan pembanganan
wilayah 1, pengendalian administrasi pelaksanaan
pembangunan wilayah I, dan pengendalian administrasi
pelaksanaan pembangunan wilayah II1; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olch pimpinan
berkaitan dengan tugasnya.

Pazsl 68

[1] Subbagian Pengendalian Administrasi  Pelaksanaan

Pembangunan Wilayah I, mempunyai tugas :

a. melaksanakan penyusunan dan penylapan bahan
rumusan kebijakan teknis pengendalian administrasi
pelaksanaan pembangunan wilayah [;

b. melaksanakan penylapan bahan koordinasi
pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan

wilayah I;
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c. melaksanskan rencana peningkatan kompetensi
sumber daya aparatur;

d. meclaksanakan percncanaan dsn pengembangan
pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan
wilayah [;

e. melaksanakan perencanaan pemantauvan, evaluasi dan
pelaporan; dan

f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

Subbagian  Pengendalian Administrasi Pelaksanaan

Pembangunan Wilayah I, mempunyai tugas :

a. mclaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan
rumusan kebijakan teknis pengendalian administrasi
pelaksanaan pembangunan wilayah 11;

b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi
pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan
wilayah [I;

c. melaksanakan rencena peningkatan kompetensi
sumber daya aparatur;

d. melaksanakan perencanaan dan  pengembangan
pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan
wilayah II;

e. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan; dan

f. melsksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

Subbagian Pecngendalisn Administrasi  Pelaksanaan

Pembangunan Wilayah [II, mempunyai tugas :

a. melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan
rumusan kebjskan teknis pengendalian administrasi
pelaksanaan pembangunan wilayah II;

b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi
pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan
wilayah [II;
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c. melaksanakan rencana peningkatan kompetensi
sumber daya aparatur;

d. melaksanakan perencanaan dan pengembangan
pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan
wilayah IIT;

e melaksanakan perencanaan pemantavan, evaluasi dan
pelaporan; dan

. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

Paragraf 3
Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
Pasal 6%

Bagian Peclaporan Pelaksanaan Pembangunan mempunyai
tugas melaksanekean penyiapan bahan pengoordinasian
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan
tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang analisis capaian
kincrja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan

pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan daerah

Pasal 7O

Untuk melaksanakan tupgas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6%, Bagian Peclaporan Pelaksanaan Pembangunan
mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang analisis capaian kineija pembangunan
daecrah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan
kebijakan pembangunan daerah,;

b. penviapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tagas
perangkat daerah di bidang analisis capaian lanerja
pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan
pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan

daerah;
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¢. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pencapaian tjuan kebijakan,
dampak yang tidak diinginkan, dan faktor wyang
mempengarvhi  tujuan  kebijakan di bidang analisis
capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan
pelaksanaan pembangunan daersh, dan kebijakan
pembangunan daerah; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 71

(1} Subbagian Analisis Capalan Kinerja Pembangunan

Daerah, mempunyai tugas :

a. melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan
rumusan kebijakan telnis analisis capaian MneDa
pembangunan daerah;

b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi analisis
capaian linerja pembangunan daerah;

c. melaksanakan rencana peningkatan kompetensi
sumber days aparatur,

d. melaksanakan perencanaan dan pengembangan
analisis capaian kKnerja pembangunan daerah;

e. melaksanakan perencanaan permnantauan, evaluasi dan
pelaporan; dan

. melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang diberikan
oleh pimpinan.

(2] Subbagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah,
mempunyal tugas :

a. melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan
iumusan kebijakan teknis pelaporan pelaksanaan
pembanpunan daerah;

b. melaksanakan pen¥yiapan bahan koordinasi pelaporan
pelaksanaan pembangunan daerah;

¢. melaksanakan rencana peningkatan kompetensi
sumber daya aparatur;

d. melaksanakan perencanaan den  pengembangan
prlaporan pelaksanaan pembangunan daerah;
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e. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan; dan

[. melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang diberikan
oleh pimpinan.

(3) Subbagian Kebijakan Pembangunan Daerah, mempunyai

tugas :

a. melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan
rumusan kebijalcan teknis pembangunan daerah;

b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kebijjakan
pembangunan daerah,

c. melaksanakan rencana peningkatan  kompetensi
sumber daya aparatur;

d. melaksanakan percncanaan  dan  pengembangan
kebijakan pembangunan daerah;

e. melaksapnakan perencanaan pemantauan, evaluasi dan
pclaporan; dan

f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Pasal 72

Biro Pengadasn Barang dan Jasa mempunyai tugas
membantu Asisten Perchonomian dan Pembangunan dalam
penyiapan perumusan kebijakan daerah, penpoordinasian
pelaksanaen tugas perangkat daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pengelolaan
pengadaan barang dan fasa, pengelolaan layanan pengadaan
secara clektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang

dan jasa

Pasal 73

Untuk melaksanakan tugas sebapaimana dimaksud dalam
Pasal 72, Biro Penpadaan Barang dan Jasa mempunysi
fungsi :

a, penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang
pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan
layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan
advokasi pengadaan barang dan jasa;
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b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat
daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa,
pengelolasn layanan pengadaan secara eleldtronib,
pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan
jasa, pengelolaan layanan pengadasn secara elekironile,
pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Perekonomian dan Pembangunan berkaitan dengan
tigasnya.

Pasal 74

Biro Pengadaan Barang dan .Jasa, terdiri dari :
a. Bapgian Pengelolasn Pengadaan Barang dan Jasa,
membawahi 3 [sga) Subbagian, yaitu :
1. Subbagian Pengelolaan Strategl Pengadaan Barang dan
Jasa;
2. Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
dan
3. Subbagian Pemantavan dan Evaluasi Pengadaan
Barang dan Jasa.
b. Bagian Pengelolaan layanan Pengadaan Secara Elektronik,
membawahi 3 (dga) Subbagian, yaitu ;
1. Subbagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara
Elektronik;
2. Bubbagian Pengembangan Sistem Informasi; dan
3. Subbagian Penpgelolasn Informasi Pengadaan Darang
dan Jasa.
c. Bagian Pembinaan dan Adwvokasi Pengadasan Barang dan
Jasa, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
1. Subbagian Tata Usaha dan Pcmbinaan Sumber Daya
Manusia Pengadaan Barang dan Jasa;
2. Bubbagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan
Barang dan Jasa; dan
3. Subbagizn Pendampingan, Konsultasi, dan/atau
Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa.
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Paragraf |
Bagian Pengelolaan Pengadaan Berang dan Jasa
Pasal 75

Bagian Pengelolaan Pengadasn Barang dan Jasa mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan
daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan pengadaan berang dan jasa,
pecmantauan dan evaluasi pelaksanaan kebnakan daerah di
bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa,
pclaksanaan penpadaan barang dan jasa, pemantauan dan

cvaluasi pengadaan barang dan jasa.

Pasal 76

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 75, Bagian Pengelolaan Penpadasn Barang den Jasa
mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
pengelolasn strategi pengadaan  barang dan jasa,
peclaksanaan pengadaan barang dan jasa, pcmantauan dan
evaluasi pengadaan barang dan jasa;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang
dan jasa, peclaksanaan pecngadaan barang dan  jasa,
pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa,

¢. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di
bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa,
peclaksanaan pengadasn bareng dan jasa, pemantavan dan
evaluasi pengadaan barang dan jasa;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di  bidang pengelolaan  strategl
pcngadaan barang dan jasa, pclaksanaan penpadaan
barang dan jasa, pcmantauan dan ecvaluasi pengadaan
barang dan jasa; dan

e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

berkaitan dengan tugasnya.
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Pasal 77

Subbagian Pengelolasn Strategi Pengadasn Barsng dan
Jasa, mempunyai tugas :

a. menginventarisasi paket pengadaan barang/jasa;

b. melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa;

menyusun strategi pengadaan barang/fjasa: dan

P

o

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

Subbagian Pelakssnaan Penpadasn Barang dan Jasa,

mempunyai tugas :

a. menyiapkan dan pengelolaan dokumen pemilihan
beserta dokumen pendukung leinnya dan informasi
vang dibutuhkan;

b. melaksanakan pecmilihan penyedia barang/jasa;

c. menyusun dan mengelola katalog elektronik lokalf
sektoral;

d. membantu perencanaan dan pengelolaan  kontrak
pengadaan barang/jasa pemerintah; dan

e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

Subbagian Pemantavan dan Eveluasi Pengadaan Barang

dan Jasa, mempunyai tugas :

a. melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengadaan
barang/jasa pemerintah;

b. melaksanaskan evaluasi  pelakssnasn pengadaan
barang/jasa pemerintah;

¢. memberikan masukan hasil pemantavuan dan evaluasi
sebagai bahan penyusunan strategi pengadaan
barsng/jasa; dan

d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.
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Paragraf2
Bapgian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elekironik
Pasal 78

Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
mempunyai tugas  melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan
layanan pengadaan secara elektronik, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan
sistem pengadaan secara elektronik, pengembanpan sistem
informasi, dan penpgelolaan informasi penpadaan barang dan

jasa.
Paszal 79

Untuk melaksanakan togas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7B, Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
pengelolaan sistem pengadaan secara  elekwonik,
pengembangan  sistem  informasi, dan pengelolaan
informasi pengadaan barang dan jasa;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang penpelolaan sistem pengadaan secara
elektronik, pengembangan sistem informasi, dan
pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa;

c. penyiapan bahan pepgoordinasian pelaksanaan tagas di
bidang pengelolaan sistern pengadaan secara elektronik,
pengembangan  sistern informasi, dan  pengelolaan
informasi pengadaan barang dan jasa;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang pengeloiaan sistem pengadaan
secara elektronik, pengembangan sistem informasi, dan
pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

berkailan dengan tugasnya.
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Pasal BO

{1} Subbagian Penpelolaan Sisterm  Pengadaan  Secara

Elektronik, mempunyai tugas ;

a. melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi
penpadaan barang/jasa (termasuk akun pengpuna
sistCm penpadaan sCCara clektronik] dan
infrastrukturnya;

b. melaksanakan pelayenan penpgadasn  barang/jasa
pemerintah secara elektronik;

c. memfasilitasi pelaksanaan regstrasi dan  veritikasi
pengguna sclutuh  sistem  informasi  pengadaan
barang/jasa; dan

d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

{2) Subbagian Pengembangan Sistem Informasi, mempunyai

tugas :

a. mengidentikasi kebutuhan pengembangan sistem
informasi;

b. mengembangkan sistern -nformasi yang dibutuhkan
oleh UKPB.J; dan

c. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan.

{3) Subbagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan

Jasa, mempunyai tugas :

a. menyiapkan peltayanan informasi pengadaan
barang/jasa pcmerintah kepada masyarakat luas;

b. mengelola informasi kontrak;

c. mengumpulkan dan mendokumentasikan  data
barang/jasa hasil pengadaan;

d. mengelola miormasi mangjemen barang/iasa hasil
pengadaan; dan

e. melaksanakan tupas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan.
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Paragraf 3
Bagisn Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
Pasal 81

Bagian Pembinaan dan Advokasi Fengadaan Barang dan Jasa
mempunyai tugas melaksanakan penyapan  bahan
perumusan kebijakan daerah, penpgoordinasian perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanasn pembinaan
dan advokasi pengadaan barang dan jasa, pemantauvan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan
sumber daya manusia pengadaan barang dasn jasa,
pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, dan
pendampingan, konsultasi danfatau bimbingan telanis
pengadaan barang dan jasa serta sata usaha.

Pasal 82

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 81, Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang
dan Jasa mempunyai fungsi :

a. penyigpan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
pembinasn sumber daya manusia penpadaan barang dan
jasa, pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa,
dan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan telmnis
pengadaan barang dan jasa serta tata usaha;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang pembinaan sumber daya manusia
pengadaan barang dan jasa, pembinaan kelembagaan
pengadaan barang dan jasa, dan pendampingan,
konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang
dan jasa serta tata usaha;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di
bidang pembinaan sumber daya menusia pengadasan
barang dan jasa, pembinaan kelembagaan pengadaan
barang dan jasa, dan pendampingan, konsultasi dan/fatau
bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa serta tata

usaha;
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d. penyiapan bahan pemantavan dan evaluasi pelaksanaan
kebijalktan daerah di bidang pembinasn sumber daya
manusia pengadaan barang dan jasa, pcmbinaan
kelembagaan pengadaan barang dan jasa, dan
pendampingan, konsultasi danfatau bimbingan teknis
pengadaan barang den jasa serta tata usaha; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 83

(1) Subbagian Tata Usaha dan Pembinasn Sumber Daya
Manusia Pengadaan Barang dan Jasa, meémpunyal tugas :
a. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian,

b. melaksanakan pelayanan administrasi keoangan
melipus  penganggarar, penatausahasn, serta
pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;

c. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi
ketatausahaan, kerumahtangpaan, pengelolaan
barang/faset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan
gsistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan
kearsipan,

d. melaksanakan penghkajian bahan penataan
kelembagaan dan ketatalaksanaan;

e. melakssnakan penyusunan bahan rancangan dan
pendokumentasian peraturan perundang-undangan
lingkup biro;

f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan
RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN,
LigiP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro,

g. melaksanaksn pengolashan bahan sindak lanjut laporan
hasill pemeriksaan lingkup birg;

h. melaksanakan perencanaan pemeliharaan
perlengkapan biro;

i. melaksanakan perencanaan, pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan;

j- melaksanakan pembinaan pegawai ASN,
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k. membina bagl para pelaku pengadaan barang/jasa
pemerintah, terutama para pengelola pengadaan
barang/jasa dan personel UKPB.J,

. mengelola manajemen pengetahuan  pengadaan
barang/jasa;

m. membina hubungan dengan para pemangku
kepentingan; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan.

{2) Subbagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang

dan Jasa, mempunyai tugas :

a. mengelola dan  pengukuran  tingkat kematangan
UKPB.J;

b. melaksanakan analisis beban kerja UKPB.J;
mengelola personil UKPB.J,
mengembangkan sistem insentil personil UKPRJ;

e. memfasilitasi mplementasi standarisasi layanan
pengadaan secara clekwonik;

f  mengelola dan mengukur Wineria pengadaan barang/
jasa pemerintah; dan

g meclaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan.

{3} Subbagian Pendampingan, Konsultasi, danfatau
Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
mempunyai tugas :

a. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan,
danfatau konsultasi proses pengadaan barangfjasa
pemerintah di lingkungen Pemerintah Provinsi,
Kabupaten fKota, dan Desa;

b. melaksanakan bimbingan telnis, pendampingan
danfatau konsultasi penggunaan sSeluruh  sistem
informasi pengadaar: barangf/jasa pemerintall antara
lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP;

c. melaksanakan layanan penyelesaian sengheta kontrak
melal ui mediasi;
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d. memberikan layanan konsultasi pengadaan barang/
jasa baik di lingkunpgan pemerintah provins: maupun
kabupaten/kota;

e. memberikan layanan advokasi pengadaan barang/jasa
kepada pelaku pengadaan barang/jasa; dan

f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

BADB VI
ASISTEN ADMINISTRAS! UMUM
Fazal 54

Asisten Administrasi Umum mempunyal tugas membantu
Selretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah,
pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas
perangkat daerah, pemaniavan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang organisasi, wmum dan
administrasi pimpinan.

Pasal 85

Untuk melaksanakan tugas scbapaimana dimaksud dalam

Pasal 84, Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebiakan daerah di mdanpg organisasi;

b. pclaksanaan kebijakan di bidang umum dan administrasi
pimpinan;

e. penpgoordinasian pelaksanaan tupas perangkat daerah di
bidang organisasi;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daecrah
di bidang organisasi;

e. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di
bidang umum dan administrasi pimpinan;

f. penyiapan pelaksanasn pembinaan administrasi dan ASN
pada perangkat daerah; dan

g pelaksanaan fungs! lain yang diberikan oleh Sekretaris
Daerah di bidang organisasi, umum dan administrasi

pimpinan berkaitan dengan tugasnya.
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Pasal 86

Asislen Adminiseasi Umum, membawahi :
1. Biro Organisasi;
2. Biro Umum; dan

3. Biro Adminiswasi Pimpinan

Bagian Kesatu
Biro Organisasi
Pasal 87

Bire Organisasi mempunyai tugas membantu  Asisten
Administrasi Umum dalsm penyiapan perumusan kebijakan
daerah, pengeoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang kelembagaan dan snalisis jabaten, reformasi birokrasi

dan akuntabifitas kinerja dan tatalaksana.

Pasal 88

Untuk melaksanakan tugas schagaimana dimaksud dalam

Pasal B7, Biro Organisasi mempunyai fiznpsi :

a. penylapan perumusan kebijakan daerah di bidang
kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan
akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;

b. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah
di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi
birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;

. penyiapsan pengoordinasian pelakssnaan togas perangkat
daerah di bideng kelembagaan dan anslisis jabatan,
reformasi birokrasi dan akontabilitas kinerja dan
tatalaksana;

d. penyiapen pemantavan dan evalnasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang kelembapgaan dan analisis
jabatan, reformasi birokrasi den akuntabilitas kinerja dan
tatalaksana; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yvang dibenkan oleh Asisten

Administrasi Umum berkaitan denpgan tugasnya.
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Pasal 89

Biro Organisasi, terdiri dari :
a. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, membawahi 3
{tiga] Subbagian, yaitu :
1. Subbagian Kelembagaan Provinsi
2. Subbagian Kclembagaan Kebupaten/Kota; dan
4. Subbagian Anaslisis Jabatan.
b. Bagian Reformasi Biroleasi dan Akuntabilitas Kinerja,
membawahi 3 [tiga] Subbagian, vyaitu:
1. Subbapgisn Relovrmasi Birakrasi;
2, SBubbagian Akuntabilitas Kinerja: dan
3. Subbagian Budaya Kenja.
¢. Bagian Tatalaksana, membawahi 3 [sga] Subbagian,
yaitn -
1. Subbagisn Tata Usaha dan Kepepawaian;
2. Subbagan Tatalaksana Pemerintahan; dan
3. Subbagian Pelayanan Publik.

Paragraf 1
Bapgian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Fasal 90

Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai tugas
meclaksanakan penyiapan bahan perumusan kehijakan
daecrah, pengoordinasian perumussn  kebijakan daersh,
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidanpg kelembapaan provinsgi, kelembagasn kabupaten/kota

dan analisis jabatan.

Pasal 91

Untuk meclaksanakan tupas schbagsimana dimaksud dalam

Pasal 90, Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan

mempunyal fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
di bidang kclembagasn provinsi, kelembagaan kabuparen/

kota dan analisis jabatan,
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b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan
kabupaten/kota dan analisis jabatan;

c. penyiapan bahan pengoordinaszian pelaksanaan  tugas
perangkat daerah di bidang kelembagaan provmsi,
kelembagaan kabupaten/kota dan analisis jabatan;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksansan
kebijakan daerah di bidang kelembagaan provinsi,
kelembagaan kabupaten/kota dan analisis jabatan; dan

e, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan dengan tugasnya

Pasal 92

(1] Subbagian Kelembagaan Provinsi, mempunyai tugas ;

a. menyiapkan bahan analisis di bidang kelembagzan,
peningkatan lepasitas kelembagaan dan evaluasi
kelembagaan perangkat daerah dan wunit pelaksana
tehnis peranghat daerah provinsi;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang
kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan
evaluasi kelembagean perangkat daersh dan  unit
pelaksana telmnis perangkat daerah provinsi;

c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan di bidang
kclembagasn, peningkatan kapasitas kelembagaan dan
evaluasi kelembagaan perangkat daerah dan unit
pelaksana teknis perangkat daerah provinsi;

d. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, monitonng,
cvaluasi dan peclaporan di bidang kelembagaan,
peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi
kelembagean perangkat daerah dan unit pelaksana
teknis perangkat daerah provinsi,

c. mclaksanakan fasilitasi, pcmbinaan, monitoring
evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan,
peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi
kelembapaan perangkat daecrah dan unit pelaksana
tclknis perangkat dacrah provinsi;
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f. melakukan f(asilitasi penyusunan peraturan daerah
tentang pembentukan perangkat daeral;

g- melakukan fasilitasi penyusunan peraturan gubernur
tentang uraian tugas perangkat daerah, pembentukan
unit pelaksana teknis dan cabang dinas; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan.

{2) Subbagian Kelembagasan Kabupaten/Kota, mempunyai
tugas :

a. menyiapkan bahan analisis di bidang kelembagaan,
peningkatan kapasitas keclembagaan dan  evaluasi
kelembagaan perangket dacrah dan unit pelakszana
teknis perangkal daerah kabupaten/kota;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang
kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan
evaluasi kelembagaan perangkat daemh dan umt
pelaksana teknis perangkat daerah kabupaten/ kota;

c. menyiapkan bahan petunijuk pelaksanaan di bidang
kelem bagaan, penmgkatan kapasitas kclembagaan dan
evaluasi kelembagaan perangkat daerah dan unit
pelaksana teknis perangkat daerah kabupaten/ kota;

d. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, monitoring,
evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan,
peningkatan kapasitas kclembagaan dan evaluasi
kelembagaan perangkat daerah dan unit pelaksana
teknis perangkat daerah kabupaten/kota;

e. melaksanakan fasilitasi, pembinaan, monitoring,
evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan,
peningkatan kapasitas kelembagaan dan  evaluasi
kelembagaan perangkat daerah dan unit pelaksana
teknis perangkat daerah kabupaten/kota;

f melakukan fasilitasi penataan kelembagaan perangkat
daerah dan unit pelaksana tcknis peranghkat dacrah
kabupaten/kota;

g. melakukan penelitian terhadap rancangan peraturan
daemah dan peraturan bupatif/peraturan walikota
tentang  ponataan  perangkat daerah dan umit
pelaksana teknis perangkat daerah;
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h. melakukan fasilitasi Sekretariat Komisariat Wilayah
Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (KOMWIL
FORSESDASI) Provinsi; dan

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

(3] Subbaglan Amnalisis Jabatan, mempunyai tugas :

a. menyigpkan bahan perumusan kebijakan di bidang
analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi
jabatan;

b. menviapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan
analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi
jabatan;

o, mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan, peta
jabatan dan evaluasi jabatan;

d. mengoordinasilsan penyusunan analisis beban kerja
berdasarkan hasil analisis jabatan dan peta jabatan;

e. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan petunjuk
pelaksanaan pENyUSUNATn kebutuhan pegawail
berdasarkan hasil analisis beban kera dan peta
jabatan;

f. mengumpulkan data informasi jabatan, telnis
pelaksanaan permanfaatan hasil analisis jabatan;

g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan [(asiitasi
pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja,
evaluasi jabatan dan peta jabatan provinsi dan
kabupaten fkota;

h. melsksanakan  peémbinaan penyusunan  analisis
jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan
peta jabatan provinsi dan kabupaten /kota;

i. membina penyusunan kebutuhan pegawai
berdasarkan hasil analisis beban kerja dan peta
jabatan provinsi kabupaten/kota; dan

j. melaksanakan tuges kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.
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Paragraf2
Bagian Refoimasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
Pasal 93

Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian peorumusan kebijakan
daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas  perangkat
daerah, pemantauvan dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas hinerja dan budaya
kerja.

Pasal 94

Untuk melaksanakan tugas scbagaimena dimaksud dalam
Pasal 93, Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntahilitas
Kinerja mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
relmmasi birokrasi, skuntabilitas kineija dan budaya
kerja;

b. pcnyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas Kinerja
dan budaya kerja;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
perangkat daerah di  bidang reformasi birokrasi,
akuntabilitas lmnerja dan budaya kerja;

d. penyiapan bahan pemantauvan dan pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja
dan budaya kerja; dan

e. pelaksanasn fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 95

(1) Subbagian Relormasi Birokrasi, mempunyai tugas :

a. mengkaji dan menganalisis peningkatan kinerja
berdasarkan indikator 8 (delapan) area perubahan
reformasi birckrasi (penataan kelembagaan,
ketatalaksanaan, sumber daya manusia, hukum,
pengawasan, akuntabilitas, manajemen perubahan
dan pelayanan publik);
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b. mengoordinasikan peningkatan kinerja berdasarkan
indikator £ (delapan) area perabahan reformasi
birokrasi;

c. memeriksa hasil pembinaan terhadap 8 (delapan)
kelompok kerja area perubahan reformasi birokrasi;

d. melaksanakan fasilitasi dan wverifikasi penilaian
peningkatan & (delapan) area perubsahan reformasi
birokrasi;

e. membuat laporan  perkembangan  pelaksanaan
relormasi birokrasi di 8 (delapan] area perubahan
reformasi birokrasi;

f. melakukan pembinzan dan monitoring pelaksanaan 8
{delapan) area perubahan reformasi  birckrasi
pemerintah provinsi den kabupaten/kota;

g. melakukan fasilitasi penyusunan laporan pencapaian
pclaksanaan di bidang roadmep reformasi birokrasi
pemeriniah  provinsi, kabupaten/kota dan rencana
aksi;

h. mengoordinasikan pemnbentukan kelompok  kerja
reformasi birokrasi pemerintah provinss;

1. mclaksanakan [asilitasi pelaksanaan relormasi
birokrasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

(2) Subbagian Akuntahbilitas Kinerja, mempunyai tugas ;

a. mengkaii dan menganalisis di bidang akuntabilitas
laneria;

b. menyusun  petunjuk  pelaksanaan di  bidang
akuntabilitas kinerja;

c. melaksanakan pembinaan dan monitoring Sistem
Aluntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
perangkat daerah di lingkungan pemcrintah provinsi
dan kabupaten/kota;

d. menyusun Laporan Akuntabilitas Kineja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Provinsi;

e. menyiapkan sistem  e-perdformance akuntabilitas

pecmerintah provinsi;
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f. melakukan pembinaan dan monitoring sistem e-
performance akuntabilitas pemerintah kabupaten fkota;

g menyusun laporan akuntabilitas kinenga Scloctariat
Dacrah;

h. menyusun perjanjian kinerja pejabat struktural dan
pejabat fungsional Sekretariat Daerah; dan

i, melakssnakan tugas kedinasan lzinnya vang diberikan
oleh pimpinan.

(2} Subbagian Budaya Kerja, mempunyai tugas :

a., melaksanakan kebijakan teknis di bidang peningkatan
budaya kerja;

b. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi
penyelenggaraan budaya kerja;

¢. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan
pembinaan budaya kerja;

d. melakukan penyiapan bahan laporan di bidang budaya
kena;

e. memverilikasi bahan pelaksanaan koordinasi dan
fasilitasi penyelenggaraan budaya keija;

f. melakukan penyiapan bahan laporan di bidang agen
perubahan;

g. melakukan fasilitasi pembentukan agen perubahan
perangkat daerah;

h. melakukan pembinasn dan monitoring pelaksanaan
budaya kerja di pemerintah provinsi dan kabupaten/f
kota, dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan.

Paragraf 3
Bagian Tatalaksana
Pasal 96

Bagian Tatalaksana mempunyai tugas melaksanakan
penylapan bahan perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian  pelaksanaan  tugss perangkat  daecrah,
pemantauvan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daserah di
bidang tata usaha, kepecpgawaian, tatalaksana pemerintahan
dan pelayanan publik.
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Pasal 97

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 96, Bagan Tatalaksana mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
tata usaha, kepegawaian, tatalaksana pemerintahan dan
pelayanan publiks;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijaksn
daerah di bidang tata usaha, kepegawaian, latalaksana
pemerintahan dan pelayanan publik;

c. penyiapan bshan penpgoordinasian pelaksanaan tupgas
perangkat daerah di bidang tata usaha, kepegawaian
tatalaksana pemerintahan dan pelayanan publik;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang tata usaha, kepegawalan,
tatalaksana pemerintahan dan pelayanan publik; dan

e. pelaksanaen fungsi lein yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 98

(1} Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian, mempunyai
tugas:

a. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;

b. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan
meliputi  penganggaran, penatausahaan, serta
pengelolaan sistem akuntans: dan pelaporan;

c. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliput
ketatausahaan, kerumahtanggaan, pcngelolaan
barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan
sistemn informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan
kearsipan;

d. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan
pendokumentasian peraturan perundangundangan
lingkup biro;

e. melaksanalen peppumpulan dan pengolahan bahan
RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN,
LigjlP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro;
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f. melaksanakan pengelahan bahan tindak lanjut laporan
hasil pemeriksaan lingkup biro;

g. melaksanakan perencanaan pemeliharaan
perlengkapan biro;

h. melaksanakan perencanaan, pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan;

i. melaksanakan pembinaan pegawai ASN;

j. melakukan penyiapan bahan penyusunan kegiatan
dan pengelolaan administrasi kepegawaian schretariat
daerah;

k. melakukan dan memproses usul kenafkan pangkat,
pensiun, izin belajar dan pcmindahan PNS  di
lingkungan Selgetariat Dacrah untuk  diteruskan
kepada BKD Provinsi;

. melakukan penyiapan dan menetapkan usulan cus
untuk semua pelongan kecuali cut besar, cuti sakit
lebih dari 14 {(empat belas] hari dan cuti di luar
tanggungan negara di lingkungan Sekretariat Daerah;

m. melakukan penyiapan dan menetapkan keputusan
weredkam palh evsele ambuln eeorae golongen di
lingkungan Sekretanat Daerah;

n. melakukan penyiapan bahan pembinaan dan
penegakan disiplin pegawai;

o. melakukan penghimpunan data pegawai perorangan di
lingkungan Selwetariat Daerah untuk diteruskan ke
BKD sebagai bahan kelengkapan SIMPEG;

p. menelit kelengkapan data dan mengusulkan
penetapan kartu pegawai, kartu strifsuami dan
penghargaan Satya Lencana Karya Satya di lingkungan
Sekretariat Daerah:

9. menyiapkan bshan  administrasi kepegawaian
Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli Gubernur;dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

{2) Subbagian Tatalaksana Pemenntahan, mempunyail tugas :
a. melaksanakan koordinasi penyusunan Laporan

Penyelenggaraan Pemetrintahan Daerah (LPPD) lingkup

biro;
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b. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional
Prosedur [SOP) dan peta proses bisnis;

c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman tata naskah
dinas;

d. menyiapkan bahan penyusunan standarisasi pakaian
dinas;

e. menyiapkan bahan penyusunan standarisasi sarana

dan prasarana dinasfkantor;

]

melakukan pembinaan dan monitoring di bidang

tatalaksana pemerintahan linglkkup pemerintah provinsi

dan kabupaten/kota;

g menyiapkan bahan penyusunan kode alwonim
perangkat daerah provinsi; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

(3] Subbagian Pelayanan Publik, mempunyai lugas ;

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang
pelavanan publik,

b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan
standar pelayanan publik dan inovasi pelayanan
publik;

¢. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi forum
komunikasi pendayagunaan aparatur negara dan
daerah;

d. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di
bidang pelayanan publik;

e. mengkajl dan menganalisis pelaksanaan pelayanan
publile;

. melakukan fasilitasi penyusunan standar pelayanan di
lingkungan sekretariat daerah dan perangkat daerah;

g- melaksanakan pembinaan dan monitoring di bidang
pelayanan publik pada pemerintah provinsi dan
kabupaten/kota;

h. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan
survei kepuasan masyarakat;

I. menyusun laporan survel kepuasan masyarakat di
lingkungan pemerintah provinsi;
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j. melakukan penilaian peningkatan kualitas pelayanan
publik di lingkungan pemerinteh provinsi dan
kabupatenfkota; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

Bagian Kedua

Birs Umum
Pasal 99

Biro Umum mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi
Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan
pemantauvan dan evaluasi di bidang rmumah tangga,

adminiswast keuangan dan aset serta perencanaan dan tata
usaha.

Pasal 100

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 99, Birao Umum mempunyai fungsi :

a. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rumah
tangga, administrasi keuangan dan aset serta perencanaan
dan tata usaha;

b. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di
bidang rumsh tangga, administrasi keuangan dan aset
serta perencanaan dan tata usaha; dan

¢. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Administrasi Umum berkaitan dengan tugasnya.

Pazal 101

Biro Umum, terdiri dari :

a. Bagian Rumah Tangga, membawahi 3 (tiga] Subbagian,
yaitu :
1. Subbagian Urusan Rumah Tangga Gubernur;

2. Subbagan Urusan Rumah Tangga Walal Gubemur;
dan

3. Subbagian Urusan Dalam.
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b. Bagian Administrasi Keuangan dan Aset, membawahi 3
{tiga) Subbagian, yaitu :
1. Subbagian Keuangan dan Verifikasi;
2. Subbagian Perencanaan dan Akuntansi; dan
3. Subbagian Penggunaan, Pengamanan dan
Pemeliharaan Aset.
c. Bagian Tata Usaha, membawahi 4 (empat] Subbagian,
yaitu :
1. Subbagian Tata Usaha;
2. Subbagian Pengelolaan Kendaraan;
3. Subbagian Persuratan dan Arsip; dan
4, Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Gubernur.

Paragraf 1
Bagian Fumah Tangga

Pasal 102

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan
pemantavan dan evaluasi di bidang urusan rumah tangga
Gubernur, urusan rumah tangga Wakil Gubernur, urusan
dalam.

Pasal 103

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 102, Bagian Rumah Tangga mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan
rumah tangga Gubermnur, urusan rumah tangga Wakil
Gubemur dan urusan dalam;

b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
di bidang urusan rumah tangga Gubernur, urusan rumah
tangea Wakil Gubemur dan urusan dalam;

c. pelaksanaan operasional pelayanan mumah tangge
pmpinan;

d. pelaksanaan wurusan pemeliharaan kebersihan dan
keamanan rumah tangga pimpinan, Griya Agung dan VIFP
Room Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II;
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pelaksanaan urusan pemeliharaan sarana dan prasarana
mmah tanpega pimpinan, Grniya Apung dan VI Foom
Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II;

pelaksanaan penyiapan dan  pengoordinasian  urusan
sarana dan prasarana upacara/rapat di lingkungan rumah
tangga pimpinan, Griya Agung dan VIP Room Bandara
Sultan Mahmud Badaruddin 11;

pelaksanaan monitoring dan evaluasi penpumpulan bahan
kebutuhan peralatan, akomodasi dan konsumsi dalam
penyelenggaraan rapat, perternuan, pelantkan, acara
kenegaraan dan upacara han besar nasional;

pelaksanaan pemeliharaan taman sumah jabatan
Gubernur, Walal Gubemur dan Sekretaris Daerah;
penyiapan bahan kebutuhan ruang kerja dan rumah dinas
Cubernur, Wakil Gubemur dan Sekretaris Daerah; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 104

Subbagian Urusan Rumah Tangga Gubemur, mempunyai

tugas i

a. menyiapkan rencana kerja harian dan operasional
Gubernur;

b. menyiapkan keperluan rumah tangga di ruang kerja
dan rumah jabatan Gubernur;

c. menyiapkan penerimasn tamu Gubemur dan istzif
suami Gubemur;

d menpiuus, memelihara kebersihan, keindahan dan
ketertiban ruang kerja dan rumah jabatan Gubermur;

e. mencatat, memelhara dan mengelola semua inventaris
yvang ada dirumah jabatan Gubernur;

f. menyiapkan administrasi kegiatan pada rumah jabatan
Gubemur;

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengumpulan
bahan kebutuhan peralatan, akomodasi dan konsumsi

dalam rangka penvelenggaraan rapat, pertemuan dan
kegiatan Gubernur;
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h. melaksanakan pemeliharaan iumah jabatan Gubernur;
dan
i. melelcsanakan tugas kedinasan lainnya yvang diberikan

oleh pimpinan.

Subbagian Urusan Rumsh Tangga Wakil Gubernur,

mempunyai tugas :

a. menyiapkan rencana keija harian dan operasional
Wakil Gubernur;

b. menyiapkan keperluan rumah tangga di ruang ketja
dan rmumah jabatan Wakil Gubernur;

c. menyiapkan penerimaan tamu Walkdl Gubernur dan
istrifsuami Wakil Gubernur;

d. mengurus, memelihara kebersihan, keindahan dan
ketertiban ruang keija dan rumah jabatan ‘Walal
Gubernur;

e. mencatat, memelihara dan mengelola semua inventaris
yvang ada dirumah jabatan Walsl Gubernur;

£ weenankan edominisisas vegjalan parda caomahb inhatan
Wakil Gubernur;

g. melalcsanakan monitoing dan evaluasi penpumpulan
bahan kebutuhan peralatan, akomodasi dan konsumsi
dalam rangka pecmyelenggaraan rapat, pertemuan dan
kegiatan Walkil Gubernur;

h. melaksanaltan pemeliharean rumah jabatan Walal
Gubernur;

i. melaksanalcan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan.

Subbagian Urusan Dalam, mempunyai tugas :

a. menyiapkan rencana kerja harian dan operasional
Sckretaris Daerah dan Asisten Sckretaris Daerah;

b. menyiapkan keperluan rumah tangga di ruang kerja
dan rumah jabatan Sekretaris Daerah;

¢. menyiapkan keperluan sarana dan prasarana kerja
Asisten dan Staf Ahli dan unit kerja non perangkat

daerah;
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d menyiapkan penerimaan tamu Sekretaris Daerah dan
istri/suami Sekredaris Daerah;

e. mengurus, memelihara kebersihan, keindahan dan
ketertiban ruang kerja dan rumah jabatan Sekretaris
Daerah dan kantor unit kerja non perangkat daerah;

f mencatat, memelihara dan mengelola semua inventaris
yvang ada dirumah jabatan Sekretaris Daerah;

g- menyiapkan ruang rapat, tempat kegiatan, konsumsi
rapat, konsumsi kegiatan di lingkungan Sekretariat
Daerah;

h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengumpulan
bahan kebutuhan peralasn, akomodasi dan konsumsi
dalam rangha penyelenggaraan rapat, pertemuan dan
kegiatan pada Sekretanat Daerah;

i. melaksanakan pemeliharaan rumah jabatan Seloetaris
Daerah; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan.

Paragraf 2
Bagian Administrasi Keuangan dan Aset
Pasal 105

Bagian Administrasi Keuangan dan Aset mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bshan pelaksangaan kebijakan,
pelaksanaan pemantavan dan evaluasi di bidang keuangan
dan verifikasi, perencanaan dan akuntansi serta penggunaan,

pengamanan dan pemeliharaan aset

Pasal 106

Untuk mekksanakan tupgas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 105, Bagian Administrasi Keuangan dan Aset

mempunyal fhungsi :

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
keuangan dan verifikasi, perencanaan dan akun#ansi serta
penggunaan, pengamanan dan pemelibaraan aset;
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penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
di bidang keuangan dan venfikasi, perencanaan dan
akuntansi semta  penggunaan, pengamanan  dan
pemeliharaan aset; dan

pelaksanaan fungsi lain yang dibenkan oleh pimpinan
berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 107

Subbagian Keuangan dan Verifikasi, mempunyai tugas :

a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan di bidang
verifikasi Sckretariat Daerah;

b. menyiapkan bahan Burat Perintah Membayar (SPM)
UpP, GU, TU, LS sebelum diproses untuk penerbitan
Surat Perintah Pencairar Dana (SP2D) di BPEKAD
Provinsi;

c. melaksanakan penclitan/pemeriksaan realisasi APBD
lingkup Sekretariat Daerah:

d. melakukan verifikasi pertanggungiawaban [SPJ]
lingkup Sekretariat Daerah;

e. melaksanakan penyusunan telaahan stal sebagai
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

g. menerbitkan Surat Perintah Pembayaran [SPP) lingkup
Selretariat Daerah;

h. melaksanakan penyusunan bahan surat penagihan
atas pembayaran gaj dan tunjangan yang melampaui
jumlah pembayaran yang seharusnya;

i. melaksanakan sistem pengendalian intern;

J- melaksanakan laporan pertanggungiawaban uang
persediaan/gans uang/tambahan uvang di lingkup
Sekretariat Daerah;

k. melaksanakan pembuatan laporan hasil pelaksanaan
verifikasi dan pembukuan keuangan APBD lingkup
Sckretariat Daerah;

l. menghimpun dan mengkonsolidasi laporan keuangan
Sekretariat Daerah; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibernkan
oleh pimpinan.
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Subbagian Perencanaan dan Akuntansi, mempunyai

tugas .

a. melaksanakan Ekebijakan penyusunan, perencanaan
program lingk up Sekretariat Daerah,

b. melaksanakan kebijakan penyusunan perencanaan
anggaran lingkup Sekretariat Daerah;

c. melaksanakan kebijakan penyusunan monitoring dan
evaluasi perencanaan program dan anggaran lingkup
sekretariat daerah;

d. melaksanakan bahan perhitungan APBD lingkup
Sekretariat Daerah;

e. menyiapkan dokumen penunjang untuk pencairan gaji
dan tunmjangan pimpinan, stal ahli, Tim Gubemur
Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dan pegawai
lingkup Seloetariat Daerah setiap bulannya;

f. menyiapkan dokumen penunjeng untuk pencairan
Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Sekretariat
Daerah setiap bulannya;

g. menyajikan dan mengolah data untuk penyusunan
Renstra, Renja dan RKT Biro;

h. menyusun data RKA/RKAT dan DPAJDPPA Sekretariat
Daerah;

i. menyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah,

j. menyusun laporan pertanggungawaban kecuanzan
daerah vang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran
(LRA), Laporan Operasional (LD}, Laporan Perubahan
Equitasi (LPE), Neraca, dan Catatan Atas Laporan
Keuangan [CALK) lingkup Sekretariat Daerah;

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan.

Subbagian Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan

Aset, mempunyai tugas :

a. melaksanakan kebijakan di bidang penggunaan aset
Sekretariat Daerah;

b. melaksanakan kebijakan di bidang pengamanan aset
Sekretariat Daerah,
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c. melaksanakan kebijakan di bidang pemeliharaan aset
Sekretariat Daerah;

d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
terhadap pelaksanaan kegiatan penatausahaan,
penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan aset
Sekretariat Daerah;

e. memfasilitasi dan pembinaan di bidang
penatausahaan, penggunaan, pengamanan dan
pemeliharaan aset Sekretariat Daerah;

f. melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan
di bidang penatausahaan, pen@®unaan, pengamanan,
dan pemeliharaan aset Sekretariat Daerah;

g menyusun laporan bulanan, triwulan, semesteran dan
tahunan lingkup Sekretariat Daerah; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

Paragraf 3
Bagian Tata Usaha
Pasal 108

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan pelaksanaan kebijgkan, pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha, pengelolaan
kendaraan, persuratan dan arsip serta tata usaha Stal Ahl
Gubernur,

Pasal 109

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 108, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. penyiapan bashan pelaksanaan kebijakan di bidang tata
usaha, pengelolaan kendassan, persuratan dan arsip serta
tata usaha staf ahli gubernur;

b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
di bidang tata usaha, pengelolaan kendaraan, persuratan
dan arsip serta tata usaha staf ahli gubernur; dan

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan cleh pimpinan
berkaitan dengan tugasnya.
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Pasal 110

1) Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

a. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;

b. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan
meliputi PenganMEaran, penatausahaan, serta
pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;

c. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi
ketatausahaan, kerurnahtan@gaan, pengelolaan
barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan
sistem informasi, serta pengelolasan perpustakesan dan
kearsipan;

d. melaksanalcan pengkajian bahan penataan
kelembagaan dan ketatalaksanaan;

e. melalisanakan penyusunan bahan rancangan dan
pendokumentasian peraturan perundanpundangan
lingkup biro;

f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan
RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN,
LigiP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro;

g- melaksanakan penpolahan bahan tindak lanjut laporan
hasil pemeriksaan ingkup biro;

h. melaksanakan perencanaar pemeliharaan
perlengkapan biro;

L melaksanalkan perencanaan, pemantavan, ewvaluasi,

dan pelaporan;

melaksanalan pembinaan pegawai ASN; dan

k. melaksanakan tugms kedinasan lainnya yang diberilsan
oleh pimpinan.

[

{2) Subbagian Pengelolaan Kendaraan, mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan pelayanan dan mengatur
penggunaan kendaraan dinas Sekretariat Daerah;
b. menyiapkan bshan koordinasi dan penjadwalan
pelaksanaan tugas personal/pengemudi;
¢. menylapkan bahan pengawasan penggunaan
kendaraan dinas operasional maupun pelayanan

pegawal;
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d. menyiapkan bahan penyelesaian surat-surat
kelengkapan kendarasn dinas yang meliputi STNE,
BPKRB, dan KIR kendaraan dinas Sekretariat Daerah;

e. menyiapkan bahan pengaturan penggunaan bahan
bakar minyak;

[. menyiapkan bahan pemeliharaan dan perawatan
kendaraan dinas yang dikelola oleh Seleretariat Daerah;

g- menyiapkan bahan penetapan surat penetapan
pemegang kendaraan dinas di lingkungan Seleretanat
Daerah; dan

h. melakssnakan tugas kedinasan lainnya vang diberikan

oleh pimpinan.

Subbapgian Persuratan dan Arsip, mempunyai tugas -

2. mengurug sural menyurat, naskah dinas dan arsip di
lingkungan Sekretariat Daecrah;

b. mengatur klasifikasi surat menurut ketentuan dan
mencatat jumlah naskah dinas masuk dan keluar;

c. mengumpulkan bahan pertimbangan penyusunan
pembinaan dan petunjuk teknis pengelolaan dan
pengurusan naskah dinas dinamis dan statis;

d. mengelola persuratan, naskah dinas dan arsip di
lingkungan Selretariat Daerah;

e. mengekspedisi surat keluar, baik secara langsung
kepada alamat maupun secara tidak langsung melalui
jasa pos;

f menghimpun, menyimpan dan memelihara duplikasi
suratfnaskah dinas keluar;

g. menyelenggarakan penylapan/penarikan arsip yang
telah habis masa simpannya dari satuan kerja-satuan
kerjadi lingkungan Selretariat Daerah;

h. mengumpulkan rencana kebutuhan dalam pengelolaan
arsip inaktif beserta depo arsip Sekretariat Daeral;
dan

i melaksanakan tupgas kedinasan lainnya yvang diberikan
oleh pimpinan.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

-8R

{4) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Gubernur, mempunya
tugas :

a. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian
dan keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan
serta pengolahan sistem akutansi dan pelaporan;

b. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliput
ketatausahaan, penyiapan bahan paparan dan rapat;

c. melaksanakan perencanasn kimerja  Staf Ahli
Gubernur;

d. melakukan koordinasi penyiapan sarana dan
prasarana kerja;

e. menyiapkan bahan kajian untuk telaah kebijakan,
kajian isu-isu swategis yang berkembang dan
pemberian rekomendasi atas hal yang ditindaklanjut
Gubernur;

f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan, rapat
dan kunjungan kerja; dan

g melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Biro Administrasi Pimpinan
Fasal 111

Biro Administrasi PFimpinan mempunyai tugas membantu
Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan
kebijakan, pelaksanasn pemantauan dan evaluasi di bidang
adminisirasi dan komunikasi pimpinan, hubungan
masyarakat dan protokol.

Pasal 112

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 111, Biro Administrasi Fimpinan mempunyai fungsi;

a. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi
dan komunikasi pimpinan, hubungan masyarakat dan
protokol;

b. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di
bidang administrasi dan komunikasi pimpinan, hubungan
masyarakat dan protokol; dan

¢. pelaksanaan fingsi lain yang diberikan oleh Asisten
Administrasi Umum berkaitan dengan tugasnya.
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Pasal 113

Biro Administrasi Pimpinan, terdiri dagi :
a. Bagian Administrasi dan Komunikasi Pimpinan,
membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
1. Subbagian Materi dan Komunikasi Pimpinan;
2, Subbagman Pengelolaan Data dan Dokumentasi; dan
3. Subbagian Tata Usaha.
b. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahi 3 ([tiga)
Subbagian, yaitu :
1. Subbagian Pemberitaan dan Audio Visual;
2. Subbagian Penerangan dan Distnbusi; dan
3. Subbagian Publikasi Hubungan Media dan Kerjasama.
c. Bagian Protokol, membawahi 3 [Hga] Subbagian, yaitu :
1. Subbagian Acara;
2. Subbagian Tata Usaha Tamu Fimpinan; dan
3. Subbagian Hubungan Keprotokolan.

Paragraf 1
Bagian Administrasi dan Komunikasi Pimpinan
Pasal 114

Bagian Administrasi dan Komunikasi Pimpinan mempunysi
tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan
kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
materi pimpinan, komunikasi pimpinan, pengelolasn data,
dokumentasi dan tata usaha.

Paszal 115

Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam
Pasal 114, Bagian Admimstrasi dan Komunikasi Pimpinan
mempunyai [ungsi :

a penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang materi
pimpinan, komunikasi pimpinan, pengelolaan data,
dokumentasi dan tata usaha;

b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
di bidang materi pimpinan, komunikasi pimpinan,
pengelolaan data, dokumentasi dan tata usaha;

c. penyusunan perencanaan dan pelaporan  progrem
kegiatan,
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d. penpoordinasian pengeloiaan data dan informasi yang
akan didokumentasikan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 116

{1} Subbapian Materi dan Komunikas: Pimpinan, mempunyai
tugas :

a. menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait
pelaksanaan fungsi jur bicara pimpinan;

b. memberikan masuban kcpada pimpinan tentang
penyampaian informasi tertentu;

c. memberikan informasi dan penjelasan kepada pihalke
pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan/atau atas
Saran pimpinan;

d. menghimpun dan mengolah informasi yang bersifat
penting dan mendesak sesuai kebutuhan pimpinan,

e. menpumpulkan dan memverifikasi naskah sambufan
dan pidato pimpinan;

f menpumpulkan dan menggandakan bahan maten
rapat dan kebijjakan;

g. menyusun notulen rapat pimpinan; dan

f=p

. melaksanakan tupgas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan.

{2) Subbagian Pengelolaan Data dan  Dokumentasi,
mempunyai tugas :

a. mengumpulkan, mengolah dan memvenifikasi data dan
informasi secara sistematis, akurat dan akuntabel;

b. memilih, memilah dan mendokumentasikan seluruh
berita/informasifhasil pemberitaan dalam bentuk
kliping, aplikasi bank data, foto, wideo, DVD dan
sejenisnya secara sistematis;

c. menpumpulkan dan mengelola bahan infiormasi terkait
bank data pimpinan;
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d. melaksanakan pengumpulan, pengklanfikasian data
dan informasi untuk umpan balik bahan informasi
pimpinan;

e. melaksanakan monitoring dan  evaluasi serta
penyusunan data dan dokuomentasi administrasi
pimpinan; dan

f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan.

(3] Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas !

a. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;

b. melaksanalen pelayanan administrasi  keuangan
melipud  penganggaran,  penatausahaan, serta
pengelolaan sistern akuntansi dan pelaporan;

¢. melaksanakan pelaysnan administrasi umum meliputi
ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan
barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayesnan
sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan
‘kearsipan;

d. melaksanakan pengkajian bahan penataan
kelembagaan dan ketatalaksanaan;

e. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan
pendokumentasian  peraturan  perundangundangan
lingkup biro;

f melaksanakan pengumpulan dan pengolahan Bahan
RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN,
LKjIP, LKPJ, dan LPPD lingkup bire;

g. melaksanakan pengolahan bahan tindak lan jut laporan
hasil pemeriksaan lingkup biro;

h. melaksanakan perencanaan pemeliharaan
perlengkapan biro;

i. melaksanakan perencanasn, pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan;

j. melaksanakan pembinaan pegawai ASN; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan.
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Paragraf 2
Bagian Hubungan Masyarakat
Pasal 117

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas
menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait dengan
kebijakan, program dan kegiatan pemerintah provinsi secara
lengkap, wutuh, tepat den benar serta memberikan
pemahaman persamasan visl, misi dan persepsi antara

masyarakat, media dan pemerintah provinsi,

Pasal 118

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 117, Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian penyerapasn aspirasi sebagai bahan
evaluasi kebijakan, promam dan kegiatan pemerintah
provinsi;

b. pengoordinasian kegatan publikasi tentang kebijskan,
program dan kegiatan pemerintah provinsi kepada
masyarakat;

¢, pembernan dan penyebarluasan informasi kebijakan,
pemerintahan, pembangunan dan kemasyrakatan;

d. pemberian tanggapan terhadap berita dan pendapat publik
yang berkaitan denpgan penyelenggaraan pemerintzhan,
pembangunan dan kemasyarakatan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 119

(1) Subbagian Pemberitaan dan Audic Visual, mempunyai
fugas :

a. melaksanakan penentuan  skala  prioritas  isu
kebijakan, program dan kegiatan pemenntah provinsi
yvang akan dipublikasikan;

b. menyiapkan, menyvusun, menulis berita, menyunting

berita sebagsi siaran pers;

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

12}

93-

c. menyiapkan sarana dan prazarana loto, video dan
rekaman suara untuk bahan publhkasi dan
dokumentasi;

d. menyiapkan dan memelihara peralatan video dan audio
serta audio visual;

e. menyusun dan mengumpulkan pemberitaan media
massa baik cetak maupun elektronik;

f. melakukan hputan kegiatan yang dihadind Gubermnur/
Walsl Gubemur atau yang mewakili; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

Subbagian Penerangan dan Distribusi, mempunyai tugas :

a. melaksanakan penyampaian  informasi tentang
kebijakan, program dan kegiatan pemerintah provinsi
kepada masyarakat melalui media luar ruang, media
internal maupun eksternal;

b. melaksanakan pendistribusian hasil penerbitan media
whernal menpan dhetesnel,

c. melaksanakan identifikasi respon masyarakat,
terhadap isi berita yang telah didistribusikan dalam
rangka penyusunan evaluasi kebiiakan, program dan
kegiatan pemerintah provinsi;

d. mendistribusikan hasil penerbitan media [advertorial,
foto, video, arikel dan sejenisnya] kepada masyarakat;

e. mengarsipkan hasil semua bentuk barang dan jasa
yang telah didistribusikan;

f. melaksanakan pengaturan penyelenggaraan jumpa
pers atau keterangan pers serta kegiatan jumalistik
karya baik dalam provinsi dan/atau luar provinsi;

g- melaksanakan pemetaan dan penganalisaan isi berita
scbagal bahan siaran pers;

h. memfasilitasi dan menyiapkan sarana dan prasarana
media center;

i. melaksanakan kerjasama dengan media massa dalam

bentuk koordinasi pelayanan informasi publik;
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j. melaksanakan evaluasi berdasarkan sumber data dan
kebijakan,

k. membuat rekomendasi berdasarkan hasil analisa data
dan kebijakan serta memberikan umpan balik; dan

L. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan.

(3) Subbagian Publikasi Hubungan Media dan Kerjasama,
mempunyai tugas :

a., menginventansasi, menyusun dan mengklasifikasi
data base media;

b. melaksanakan identifikasifinventarisasi dan verifikasi
kebutuhan media dalam rangka menjalin kerjasama
dengan media;

c. melaksanakan penyusunan naskah perjanjian/kontrak
kerjasama dengan media serta melaksanakan proses
administrasi pembayaran kepada media,

d. melaksanakan kerjasama dengan lembaga hubungan
masyarakat pemerintah maupun swasta;

e. melaksanakan analisa kebutuhan media wuwntok
penyebarluasan informasi pemerintah provinsi;

f menjalin hubungan kerjasama dengan pengelola
nformasi, pengelola  dokumentasi dan  lembaga
kehumasan lainnya di lingkungan instansi pemenntah
provinsi dan kabupaten/kota;

g. menjalin hubungan kerja dan koordinasi dengan
lembaga  kehumasan  lainnye melalui  forum
koordinesifdiskusi kehumasan;

h. melaksanakan program kemsanusisan, menyelengea-
rakan dan mengikuti seminar, lokakaryva dan kegiatan
sejenisnya;

i. mengkoordinasikan berita pemerintah provinsi yang
akan diterbitkan media; dan

j- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan.
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Paragraf 3
Bagian Protolool
Pasal 120

Bagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi di bidang acara, tamu pimpinan dan hubungan
keprotokolan.

Paszal 121

Untuk melaksanakan tugas sebapaimena dimaksud dalam

Pazal 120, Bagan Protokol mempunyai fungsi :

a penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di lidang acara,
tamu pimpinan dan hubungan keprotokolan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
di bidang acara, tamu pimpinan dan hubungan
keprotokolan; dan

c. pelaksanaan fungsa lain yang dibenkan oleh pimpinan
berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 122

(1) Subbagian Acara, mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan keperluan yang berkaitan dengan
perlengkapan dan  kelengkapan acarafupacara,
mengatur raang dan tata tempat pelaksanaan rapat
dinas serw resepsi pimpinan;

b. menyiapkan bahan koordinasi persiapan dan gladi
lapangan dalam acara kenegaraan/acara resmi;

c. menyiapkan bahan laporan pimpinan serta buku
panduan acara upacara balk secara kenegaraan
maupun resmi;

d. menyiapkan koordinasi gladi lapangan. dan mengatur
tata tempat, tata upacara dan tata penghommatan
dalam acara resmi dan acara kenegaraan;

e. menyiapkan koardinasi para ajudan pimpinan

pemerintah provinsi;
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f. mendoliumentasikan acara kegiatan  pimpman
pemerintah provinsi;

g- melaksanalsan PCOYUSUNAD bahan  koordinasi,
fasilitasi, pemanwuan serta evaluasi pengaturan acara;

h. menyusun bahan kebijakan umum pengaturan acara,
tata upacara/ftata tempat;

i. mengoordinasi dan memfasilitasi pengaturan acara,
tata upacara/tata tempat;

). melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengaturan
acara, tata upacaraftata tempat; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan.

(2} Subbagian Tata Usaha Tamu Pimpinan mempunyai lugas :

a. menyiapkan penerimaan tamu pemerintah provinsi
dalam hal akomodasi/pengantar tamu;

b. menyiapkan tanda kenang-kenangan/cinderamata bagi
tarmu pemerintah provinsi;

. mevgeerdinesicen  powpapan akowodasi | dao
pcngamanan tamu pemerintah provins:;

d. menyiapkan bahan rencana agenda kunjungan keija;

e. mengatur dan menghubungl pendamping pimpinan
dalam meneiima audiensi;

f. mengoordinasikan dan mempersiapkan penyambusan
tamu pimpinan diruang VIP Bandara;

g- mengurus penerimaan tanda jasa/penghargaan
pimpinan;

h. menerima naskah dinas dari pimpinan, mencatat dan
menyampaikan kepada unit yang terlcait;
mengatur, menata sural masuk dan surat keluar yang
dituijukan kepada pimpinan dan yang dimohcn tanda
tangan pimpinan;

j. menylapkan data pericdik surat masuk dan surat
keluar yang ditujukan kepada pimpinan;

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yvang dibenkan
oleh pimpinan.
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{3} Subbagian Hubungan Keprotokolan, mempunyai tugas :

a. mengoordinasikan dan kKerjasama dengan protokoler
instansi vertikal flembaga tngei negara fkementerian;

b. menyusun bahan |kebijakan umum  hubungan
keprotokolan;

¢c. melsksanakan pemantavan dan evaluas: kegiatan
keprotokolan;

d. mengeerdinasikan kegiatan atau acara pimpinan diluar
provmsi,

e. menyiapkan bahan koordinasi pimpinan dengan
instansi vertikal/ lembaga Mnggi negaraf kementerian;

[. menviapkan bahan pimpinan terkait kerjasama luar
ncgeri; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh pimpinan

BAB VIII
STAF AHLI GUBEENUR
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Staf Ahli Gubernur
Pasal 123

{1} Staf Ahli Gubemur berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang
diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur yang
memenuhi standar kompetensi dan persyaratan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

{2) Persyaratan schagaimana dimaksud pada ayat (1] yaitu
memperhatikan pengalaman dan pengayaan dalam
jabatan, jenjang pangkat dan golongan, kecakapan,
kapasitas, kompetensi setta keahlian di bidang tertentu.

(3) Staf Ahli Gubernur merupakan jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama.

{4} Stal Ahli Gubernur berkedudukan berada di bawsh dan
bertanggung jawab kepada Gubemur dan secara
administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

{3) Sckretaris Daerah mengikutsertakan Stal Ahli Gubemur
dalam forumfgugus keija yang berkaitan dengan
perumusan kebijakan umum dan rencana strategis daerah

berdasarkan pertimbangan kebutuhan.
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Pasal 124

Staf Ahli Gubernur terdin dari :

a. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemermntahan, Hukum dan
Politik;

b. Staf Ahli Gubermur Bidang Ekonomi, Keuangan dan
Pembangunan; dan

c. Stal Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber

Daya Manusia.

Baman Kedua
Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetens:
Pasal 125

(1) Tata hubungan kerja dan standar kompetensi
dimaksudkan untuk :

a. memperkuat dan memperjelas peran, tugas dan fungsi
Stal Ahli Gubernur dalam memberikan pertimbangan
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;

. mewujudkan keterpaduan tata hubungan Kerja antara
Staf Ahli Gubernur dengan perangkat daerah; dan

c. mengetahui  kualifikasi minimal seseorang dalam
jabatan.

|2} Tata hubungan kerja dan standar kompetensi Staf Ahh
Gubernur bertujuan  untuk mewuwjudkan efchtifitas
penyelenggaraan pemenintah provinsi secara sinergis,
terpadu dan terkoordinasi-

[3) Hubungan kerja Staf Ahli Gubernur dengan Sclaretans
Daerah, Asisten dan Kepala Perangkat Daersh dilakukan
dengan cara memberikan dukungan kebijakan dan
administratif, asistensi, supervisi, bimbingan dan
pelatihan, pendampingan serta monitoring dan evaluasi.

(4] Hubungan kerja scbagesimana dimaksud pada ayat (3)
menghasilkan antara lain berupa telshaan staf dan
interyensi kebijakan.
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Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi
Pasal 126

(1] Staf Ahli Gubermur mempunyai tugas :

a. Stal Ahli Bideang Pemerintahan, Hulkum dan Politk
mempunyai tugas memberilean pertimbangan dalam
perumusan kebijakan, melakukan telashan dan
rekomendasi mengenai isu-dsu strategis di bidang
pemerintahan, hukum dan politik;

b. Stafl Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan
Pembangunan mempunyai tugas memberikan
pertimbangan dalam perumusan kebijakan,
melakukan telaahan dan rekomendasi mengenai isuw
isu swategizs di bidang ekonomi, keuangan dan
pembangunan;

c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya
Manusia mempunyai tugas membernlsen pertimbangan
dalam perumusan kebijakan, melakukan telashan dan
rekomendasi mengenai isudisu strategis di bidang
kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

(2) Staf Ahli Gubemur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mewakili Pemerintah Provinsi dalam pertemuan ilmiah,
sosialisasi kebijakan di tingkat intemasional, nasional,
provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan
dan kemampuan keuangan daerah.

{3) Pemyelenggaraan tugas Stal Ahli Gubemur dilakulsn
melalui hubungan kerja yang meliputi konsultatil, kolegial,
fungsional, struktural dan koordinatif.

Pasal 127

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 126, Staf Ahli Gubermur mempunyai fungsi :
1. Stafl Ahli Gubemur Bidang Pemerintahan, Hukum dan
Politik :
a. pemberian pertimbangan dalam perumusan kebijakan
di bidang pemerintahan, hukum dan Politik;
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b. pembuatan telashan di bidang pemenntahan, hukum
dan Polink;

¢. pemberian rekomendasi terhedap iswisu staategis di
bidang pemerintahan, hukum dan Paolitik;

d. pembuatan laparan terhadap pemeantauan
perkembangan yang terjadi di masyarakat yang
berkaitan dengan pemerintahan, hukum dan polimk;
dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubermnur
berkaitan dengan tugasnya.

Staf Ahli Gubermur Eidang Ekonomi, Keuangan dan

Pembangunan:

a. pemberian pertimbangan dalam perumusan kebijakan
di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;

b. pembuatan telaahan di bidang ekonomi, keuangan dan
pembangunan;

¢, pemberian rekomendasi terhadap isudsu strategis di
bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;

d. pembuatan laporan terhadap pemantauan
rseTniasgan  yanE  wiadh 4 maatmrebkalt verg
berkaitan  dengan  ekonomi, keuangan  dan

pembangunan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur
berkaitan dengan tugasnya.

Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber

Daya Manusia :

a. pemberian pertimbangan dalam perumusan kebijakan
di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;

b. pembuatan telashsn di bidang kemasyarakatan dan
sumber daya manusia;

¢. pemberian rekomendasi terhadap isu-isu strategis di
bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;

d. pembuatan laporan terhadap pPomantauan
perkembangan yang terjadi di masyarakat yang
berkaitan dengan kemasyarakatan dan sumber daya
manusia; dan

e. pclaksanaan fungsi lain yang diberilgan oleh Gubermur
berkaitan dengan tugasnya.
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BAB IX
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 128

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
Biro Sekretariat Daerah sesuai dengan keahlian yang
dimalila.

{2) Kelompaok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jumlah tenagm fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja.

BAB X
TATA HUBUNGAN KER.JA
Pasal 129

{1] Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekietaris Daerah,
Amisten. Kepala Biro, Kepala Bagjan dan Kepala Subbagian
di lingkungan Sekretariat Daerah menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkromisasi  bailc dalam
lingkungan Selretanat Dacsrah maupun antara perangkat
daerah serta instansi lainnya.

(2] Penvelenggaraan tugas Stal Ahli Gubermnur dilakukan
melalui hubungan kerja yang meliputi konsultatif, kolegial,
fungsional, struktural, dan koordinatif dengan
memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas dan
profesional sesuai  dengan ketentuan  peraturan
perundangundangan.

(3] Dalam hal Pejabat Struktural di lngkungan Sekretariat
Daerah berhalangan melaksanakan tugas, maba ditunjuk
Pejabat Pelaksana Tugas/Pejabat Pelaksana Harian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Setiap pimpinan satuan unit organisasi di lingkungan
Sekretariat Daerah bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasiltan  bawshannya serta memberikan
bimbingan dan petunijuk bagi pelaksanaan tugas.
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(5] Setiap pimpinan satuan unit organisasi di lingkungan
Sekretariat Daerah bertanggung jawab kepada atasannya
masing-masing secara berjenjang.

(5) Pimpinan satuan unit organisasi di lingkungan Sekretariat
Daerah dalam melaksanakan tugas melalukan pembinaan
dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB XI
KEFEGAW ATAN
Pasal 130

(1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam
dan dari jabatan struktural di lingkungan Sekretariat
Daerah dilakukan oleh Gubemur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.

{2) Jenjang jabatan struktural Sekretaris Daerah merupakan

Jabatan Eselon IL.b atau Jabatan Pimpinan Tingg Madya,
Asisten Sekretaris Daerah dan Stal Ahli Gubemur
merupakan Jabatan Eselen ll.a atau Jabasen Pimpinan
Tinggl Pratama, Kepala Biro merupakan Jabatan Eselon
I.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Bagian
merupakan Jabatan Eselon Ill.a atau  Jabatan
Administrator dan Kepala Subbagian merupakan Jabatan
Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas

BARB XIl
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 131

Biro-Biro dan pejabat stuktural di lingkungan Sckretariat
Daerah yang sudah dibentuk dan dilantik sebelum Peraturan
GQubernur ini ditetapkan tetap melaksanakan tugasnya
sampai dengan dilantiknya pejabat struktural di lingkungan
Sekretariat Daerah berdasarkan Peraturan Gubemur ini
sesuail dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 132

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2016 Nomor 55) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 133

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Dacrah Provinsi Sumatera
Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 September 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
dio.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 4 September 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 45
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